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ABSTRAK

ESA SAHARANI. Sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran jaminan fidusia dalam
Perspektif Ugubah Al-Islamiah (Studi putusan No. 85/Pid.Sus/2021/Pn.Pre).
(dibimbing oleh H. Islamul Haq dan Alfiansyah Anwar).

Jaminan fidusia merupakan suatu hak jaminan atas benda bergerak, baik yang
berwujud maupun tak berwujud, dan berhubungan dengan hutang-piutang
antara debitur dan kreditur. Penelitian ini juga bertujuan untuk membahas tentang
sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran jaminan fidusia yang dimana fokus penelitian
ini yaitu membahas bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam perspektif
Ugubah Al-Islamiah, serta untuk mengetahui apa implikasi hukum dalam (Studi
putusan No0.85/Pid.Sus/2021/PN.Pre).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field reserach)
dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu jenis pendekatan yang
berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, dan menganalisisi fakta-fakta yang
ditemukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa dalam analisis pertimbangan hakim
yang menjadi pedoman dalam memutuskan suatu perkara itu ialah tepat dan juga
sesuai dengan unsur-unsur dan syarat tindak pidana yang disangkakan oleh penyidik
polri dan jaksa penuntut umum kepada terdakwa dengan fakta yuridis dan alat bukti
permulaan yang termaktub, namun dari segi hukum pidana islam sanksi atau
hukuman (Ugubah Al-Islamiah) bagi pelaku pelanggaran jaminan fidusia dalam
hukum Islam tidak memiliki ketentuan langsung yang spesifik mengatur pelanggaran
perjanjian fidusia, karena jaminan fidusia merupakan institusi hukum yang bersifat
perdata dan lebih berhubungan dengan hukum positif modern, khususnya terkait
dengan transaksi keuangan dan pemberian kredit. Sedangkan dalam implikasi terkait
dengan putusan pengadilan negeri Parepare tentang jaminan fidusia ini terdapa
beberapa yaitu implikasi hukum, implikasi hukum terhadap debitur, dan implikasi
hukum bagi kreditur.

Kata Kunci: Pertimbangan hakim, Jaminan Fidusia, Ugubah Al-Islamiah
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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab dilambangkan
dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan

huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Nama Huruf Latin Nama
) ) ) Tidak
| Alif Tidak dilambangkan )
dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
& Tha Th te dan ha
z Jim J Je
ha (dengan titik di
z Ha h
bawah)
z Kha Kh ka dan ha
3 Dal D De
3 Dhal Dh de dan ha
J Ra R Er
B Zai Z Zet
o Sin S Es
B Syin Sy es dan ye

xii



es (dengan titik di
ua Shad S
bawah)
de (dengan titik di
ua Dad d
bawah)
te (dengan titik di
B Ta t
bawah)
zet (dengan titik di
h Za z
bawah)
) koma terbalik ke
¢ ain
atas
¢ Gain G Ge
- Fa F Ef
) Qaf Q Qi
< Kaf K Ka
J Lam L El
2 Mim M Em
o Nun N En
K Wau W We
4 Ha H Ha
3 Hamzah ; Apostrof
¢ Ya Y Ye

Hamzah (s) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.
Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda ()
b. Vokal

Xiil



Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal rangkap
atau diftong.
1) Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasi sebagai berikut :

Tanda Nama Huruf Latin Nama
\ Fathah a A
\ Kasrah [ I
\ Dammah u U

2) Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda Nama Huruf Latin Nama
o= fathah dan ya ai adani
¥ fathah dan wau au adanu

Contoh :

caX : kaifa

ds~ : haula
c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat
Huruf
dan Nama Nama
dan Tanda

Huruf

o fathah dan alif atau - o
/L A a dan garis di atas

ya
(s kasrah dan ya I I dan garis di atas

Xiv



¥ dammah dan wau 0 u dan garis di atas

Contoh :
&l : mata
2 : rama
d. Ta Marbutah
Transliterasi untuk ta murbatah ada dua :
1) Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah,
transliterasinya adalah [t]
2) Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah

[h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh :
i, : raudah al-jannah atau raudatul jannah
el ol - al-madmah al-fadilah atau al- madinatul fadilah
&sT - al-hikmah
e. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid (=). dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syadda.

Contoh :

& :Rabbana
LS :Najjaina
&all ;al-haqq
&all :al-hajj

R Cce
& tnu - tma
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B3

3 : ‘aduwwun
Jika huruf sbertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( (e
), maka ia transliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh :
R :*Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
e :‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ¥(alif lam
ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa,
al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf gamariah. Kata sandang
tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-),

contoh :
Gaall :al-syamsu (bukan asy-syamsu)
43150 :al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
A&f  al-falsafah
BUll al-bilddu

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (), hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

05548 ita’murina
(3 al-nau’
85 :syai'un

&l umirtu

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
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Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara
transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dar Qur’an), sunnah. Namun bila kata-
kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus
ditransliterasikan secara utuh. Contoh :

Fizilal al-qur’an

Al-sunnah gabl al-tadwin

Al-ibarat bi ‘umum al-1afz la bi khusus al-sabab

Lafz al-Jalalah ( <)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah. Contoh :

A% dinullah

AL :pillah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

el 5 5% Hum fi rahmatillah

Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini
huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia
yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf
awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.
Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf
kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika
terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan
huruf kapital (Al-). Contoh :

Wa ma Muhammadun illa rasul
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Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lalladht bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tust

Abii Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Ab:x (bapak

dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abi al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd,Abi al-

Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abizal-Walid MuhammadIbnu)

Nasr Hamid Abii Zaid, ditulis menjadi: Abui Zaid, Nasr Hamid (bukan:Zaid,

Nasr Hamid Abu)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

SWT. = subhanahu wa ta ‘ala

SAW. = sallallahu ‘alaihi wa sallam

AS = ‘alaihi al- sallam

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

QS ../.4 = QS al-Baqgarah/2:187 atau QS lbrahim/ayat 4
HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu
dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut :
ed.: Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam
bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa
saja tetap disingkat ed. (tanpas).
Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis
dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”)

yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
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Vol. :Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau
ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya

digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala

seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang memberlakukan supermasi hukum, bukan
supermasi kekuasaan.® Bagi negara yang menganut supremasi hukum, sudah
sepatutnya segala bentuk penjalanan pemerintahan harus senantiasa berdasar serta
berlandaskan pada hukum. Sementara output dari hukum jika meninjau dari sudut
pandang aliran positivisme hukum yakni berupa produk hukum yang dikeluarkan
oleh pihak yang berwenang dalam mengeluarkan produk hukum yang terkait. Dan
dalam pembentukan produk hukum, terdapat beberapa formulasi mekanisme yang
diatur sebagai ‘aturan main’ yang disebut sebagai formalitas hukum.? Konsep
perlindungan dan jaminan hak asasi manusia adalah konsekuensi logis yang harus
diimplementasikan, di mana akumulasi konsep perlindungan hak asasi manusia tidak
hanya terbatas pada sistem pengelolaan negara tetapi juga harus menjadi gagasan dan
pemahaman dalam konsep hak asasi manusia (HAM) yang dapat dipahami dan

diterapkan oleh negara dan seluruh masyarakat.®

Saat ini dimana hukum sudah menjadi hal yang dikenal masyarakat umum,
dimana hukum sendiri menjadi pembalasan atas segala bentuk kejahatan, sedangkan
kejahatan yang marak sama-sama berkaitan dengan kejahatan terhadap diri, jiwa, dan
harta benda, dimana yang kini marak menjadi perbincangan publik adalah banyaknya
lembaga-lembaga keuangan (leasing) yang memberikan penawaran kemudahan
pengajuan kredit bagi calon konsumen. Hal itu menarik konsumen untuk mengajukan

kredit kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda motor. Masyarakat melakukan

! Muhammad Khusnul syam, Alfiansyah Anwar, and Rasna Rasna. “‘The Imposition of
Sanctions Against Perpetrators of Rape by The Stepfather Perspective of Islamic Criminal Law.,””
DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam, 2023, h.1-10.

2 Hasanuddin, Hasim, et.al ““REFORMULASI PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DESA DI KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG.,”” JURNAL
SULTAN: Riset Hukum Tata Negara 1.2 (2023): 115-27.

3 Triyanto, M.Hum., Negara Hukum dan HAM( Hak Asasi Manusia) (Yogyakarta, 2013) h.
54,



kredit kendaraan bermotor di perusahaan pembiayaan dengan sistem pembayaran
angsuran yang besarnya sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dalam perjanjian
dan selama waktu tertentu. Tetapi fenomena yang banyak terjadi pada akhir-akhir ini
di lembaga pembiayaan adalah banyaknya kasus tindak pidana jaminan fidusia
tentang pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan hak kepemilikan disini sudah
dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang jaminan Fidusia, yaitu : “Pengalihan
hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda

yang hak kepemilikanya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”.*

Maka apabila pemberi jaminan fidusia (debitur) mengalihkan, menggadaikan,
atau menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan
tertulis dari pihak penerima fidusia (Kreditur), jelas merupakan suatu tindak pidana,
dimana dalam kasus fidusia ini dapat dikenakan ketentuan pidana pada pasal 36
Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:
“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang
menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2
Undang-Undang Fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu
dari penerima fidusia, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”®

Unsur-unsur pokok dari tindak pidana tersebut dapat saja dikaitkan dalam hal
seperti penggelapan dan penipuan sesuai dengan pasal 372 KUHP yang menyatakan
bahwa seseorang yang dengan sengaja melawan hak suatu barang yang secara
keseluruhan atau sebagian adalah milik orang lain dan barang tersebut ada padanya
bukan karena tindak kejahatan, maka akan dihukum karena sudah melakukan
penggelapan dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal Rp.
900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Seperti unsur-unsur objektifnya yaitu
perbuatan memiliki, sesuatu benda, yang berada dalam kekuasaanya bukan karena

4 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,”
Learning Hukum Online, h. 2.
5 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia .h. 8



kejahatan, dimana benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang
dibuktikan telah beralihnya hak kepemilikan atas objek jaminan fidusia, dan unsur
subjektifnya yaitu dengan sengaja melawan hukum. Tetapi yang menjadi dasar
hukum kepolisian yang utama yaitu menggunakan pasal 36 Undang-Undang Nomor
42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, adalah adanya asas Lex specialis derogat
legi generalis yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang
bersifat umum. Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Fidusia berbunyi: "Pemberi Fidusia
dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda
yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan,
kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia".®

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada
umumnya karena dalam dalam pemberian modal dari lembaga keuangan (baik bank
maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para
pencari modal kalau ia ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa kredit)

tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.’

Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak
akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari,sedangkan bagi kreditur jaminan
yang baik adalah jaminan yang dapatmemberikan rasa aman dan kepastian hukum
bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya.Salah satu
lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah
lembaga jaminan fidusia. Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar
kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang
jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak

lagi sebagai pemilik. Apalagi lembaga fidusia ini dikaitkan pasal 1152 KUH Perdata

® Wiguna, Rahmat, Benny Irawan, and Rena Yulia. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap
Perbuatan Pengalihan Barang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pada Polres Serang Kota).,” Jurnal
Hukum & Pembangunan 51. 4 (2022) h. 1123-1139.

7 Jatmiko. Winarno, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia,”
Jurnal Independent 1, no. 1 (2013):h. 44-55.



menyatakan pula. bahwa jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitur maka
jaminan tersebut akan tidak sah.®

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengakui individu
sebagai subjek hukum pidana, sementara perusahaan belum dianggap sebagai subjek
hukum pidana. Hukum dengan istilah setiap orang mencakup tidak hanya individu
tetapi juga perusahaan. Ini berarti bahwa sanksi dapat dikenakan pada individu
maupun bisnis, sedangkan dalam bidang hukum perdata, dapat diilustrasikan bahwa
dalam hukum kontrak, Sebuah kontrak dapat dibuat oleh seseorang atau badan
hukum, selama kedua belah pihak memiliki wewenang untuk melakukan tindakan
hukum sesuai dengan ketentuan Mengenai keabsahan kontrak berdasarkan Pasal
1320 BW (Birgerlijk Wetboek) menyimpulkan kontrak jaminan sebagai kontrak

tambahan untuk memastikan pembayaran utang yang timbul.°

Sesuai data yang di dapat berdasarkan kasus yang terkait dengan pelanggaran
terhadap jaminan fidusia, terdapat dalam tabel di bawah ini:

NO. Pengadilan Negeri Tahun Jumlah Kasus
1. Makassar 2019-2022 56
2. Parepare 2022 23

Wajar jika tindakan kriminal terjadi di perusahaan, contohanya tindakan
kriminal yang terjadi di perusahaa BFI Finance Parepare, seorang nasabah yang
merupakan terdakwah yang berasal dari Desa Bonging-ponging, Kabupaten Pinrang
yang di mana terdakwa yang bernama Sudirman bin Ismail telah melakukan
pinjaman kepada perusahaan BFI Finance sebesar Rp38.000.000,00, dengan jaminan

satu unit mobil Suzuki Carry warana hitam dengan nomor polisi DP 8815 AC, lalu

8 Jatmiko Winarno.h. 44.

° Anastasia Dumatubun, “Interpretasi Terhadap Makna Korporasi dalam Undang-Undang
No. 42 Tahun1999 Tentang Jaminan Fidusia,” Jurnal Education and Developement 4 (2020) h. 332—
332.



sesuai dengan perjanjian terdakwah sebagai nasabah wajib membayar secara cicilan
kepada perusahaan BFI Finance sebesar Rp1.757.500, setiap bulan selama 36 bulan,
namun terdakwa tidak membayar cicilannya kepada perusahaan BFI Finance dan
mobilnya telah diserahkan kepada seseorang yang bernama Wawan, yang kemudian
Wawan memberikan saudara Sudirman uang sejumlah Rp7. 000.000, dengan syarat
Wawan yang akan melanjutkan cicilan terdakwa tersebut kepada perusahaan BFI
Finance, namun saudara Wawan tidak membayar cicilan tersebut maka saudara
Sudirman ditetapkan menjadi terdakwa karena telah melakukan tindak pidana
pengalihan benda yang menjadi jaminan obejek fidusia tanpa sepengetahuan
perusahaan BFI Finance Parepare.

Jadi, untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dalam kasus
pemindahan objek yang menjadi objek jaminan fidusia, dikenakan hukuman kepada
Sudirman dengan pidana penjara selama 10 bulan yang dikurangi selama terdakwa
dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, serta denda
sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bahwa

jika denda tidak dapat dibayar, akan diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan.

Secara dasar, pelaku tindakan kriminal harus tunduk pada konsekuensi hukum.
Konsekuensi ini umumnya berbentuk hukuman pidana atau sanksi Sanksi pidana
yang sangat pentingkita tidak dapat hidup, baik sekarang maupun di masa depan,
tanpa adanya mereka. Sanksi pidana adalah alat terbaik yang kita miliki untuk

menghadapi kejahatan atau bahaya yang mengancam.

Sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP,
peraturan mengenai hukum pidana yang berfungsi untuk menjaga ketertiban umum
dan melindungi kepentingan umum tertuang dalam KUHP dan berbagai peraturan

lainnya. Namun, banyak peraturan yang dikeluarkan mengenai hukum pidana di

0 Daud, Brian Septiadi, and Eko Sopoyono “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku
Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
1.3 (2019) h.352-365.



Indonesia, banyak orang masih melanggar aturan tersebut. Hal ini dibuktikan
dengan tingginya tingkat kejahatan di Indonesia yang dapat dilihat melalui media
massa setiap hari dan terjadi di seluruh Indonesia setiap hari. Adapun salah satu
sistem sanksi pidana yang dapat mengurangi tingkat kejahatan di suatu wilayah,

negara, bahkan dunia adalah sistem sanksi pidana dalam hukum pidana Islam.!

Hukum pidana Islam merupakan syariat yang bertujuan untuk merealisasikan
kemaslahatan pada masyarakat, baik kemaslahatan di dunia maupun akhirat. Secara
materiil, syariat Islam mewajibkan setiap manusia untuk melaksanakan kewajiban
asasi yang terkandung dalam syariat. Kewajiban asasi ini menempatkan Allah
sebagai pemegang otoritas, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada
orang lain. Setiap individu hanya melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan.

Perintah Allah yang ditunaikan mengandung kemaslahatan bagi masyarakat.?

Abdul Qadir ‘Audah menjelaskan bahwa al-‘uqubah (hukuman) adalah balasan
yang setimpal untuk menegakkan kemaslahatan umum karena melakukan perbuatan
yang tidak sesuai dengan perintah Allah swt. Tujuan utama penjatuhan hukuman
dalam syariat Islam adalah pencegahan (arraddu waz-zajru), pengajaran dan
pendidikan (al-islah wa at-tahdhib), menciptakan kemaslahatan, menjauhkan dari
kemafsadatan, kemaksiatan serta menyeru kepada ketaatan .1 Penjatuhan hukuman
dalam syariat Islam semata-mata untuk kemaslahatan manusia untuk memperbaiki

individu dan menjaga ketertiban masyarakat.*

11 Rini Apriyani, “Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam,” Journal of Islamic Law Studies 2.2
(2021) h. 2.

12 Otto Yudianto, “Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum
Adat,” Jurnal lImu Hukum, no. 15 (2012): h. 21.

13 Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri’al-Jinaiy Al-Islamiy, ” Jil. I, Beirut: Mua, Muassasah Al-
Risalah (Beirut, 1987)h. 456.

14 Islamul Haq, “JARIMAH TERHADAP KEHORMATAN SIMBOL SIMBOL NEGARA
(Persfektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam),” Jurnal Syari’ah Dan Hukum Diktum
15, no. 1 (2017): 23-42.



Fugaha mengemukakan beberapa prinsip dasar penjatuhan hukuman dalam
syariat Islam di antaranya:'® Pertama, hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat
menghentikan seseorang dari melakukan suatu tindak pidana, dapat menyadarkan
dan memberi pelajaran bagi pelaku tindak pidana, serta menyadarkan orang agar
tidak melakukan tindak pidana. Kedua, penerapan materi hukuman itu sejalan
dengan kebutuhan dan kemaslahat masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat
menginginkan hukuman lebih berat, hukuman diperberat. Apabila kemaslahatan
masyarakat menghendaki peringanan hukuman, hukuman tersebut diringankan.
Ketiga, Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan
pribadi dan ketentraman masyarakat adalah hukuman yang disyariatkan. Oleh sebab
itu wajib dilaksanakan. Keempat, Hukuman dalam Islam bukan bersifat balas
dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku pidana. Hukuman yang
ditetapkan Islam dengan berbagai bentuknya sesuai dengan bentuk tindak pidana
yang dilakukan.®

Hukum itu sendiri yang pada dasarnya diciptakan, dibuat, dan diundangkan
dengan tujuan untuk untuk meningkatkan kemaslahatan (kebaikan) umum, memberi
kemanfaatan, dan menghindarkan manusia dari pada kemudharatan (keburukan),
maka dari itulah hukum perlu dipelihara agar supaya pembentukan hukum dapat
menghantar kepada tinggi dan tegaknya keadilan serta menciptakan banyak

kemaslahatan diantara mereka.

Sebagai fitrah manusia dimana pada kehidupannya sehari-hari sebagai
makhluk individu dan sosial tentunya tidak terlepas dari kehidupan yang seharusnya
ditentukan oleh suatu sikap yang berasal dari dirinya sendiri dan juga aturan
tersendiri dari individu yang menjadi kelompok masyarakat. Sehingga salah satu

15 Muhammad Ali Rusdi, “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam,”
Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum 15, no. 2 (2017): 151-168.

16 Islamul Hag, “Prison in Review of Islamic Criminal Law: Between Human and Deterrent Effects,”
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 4. 1 (2020):h. 132—-150.



akibatnya itu ialah rasa tanggung jawab oleh masing-masing diri pribadi akan sebuah
kelancaran dan keutuhan hidup serta kestabilan sosial.

Kestabilan sosial dalam suatu masyarakat yang tentunya bisa dicapai dengan
adanya suatu aturan-aturan hukum yang disertai dengan adanya sanksi-sanksi yang
dilakukan dan juga dikenakan bagi para pelanggar peraturan hukum. Dimana sanksi
hukum yang diberikan pada pelanggar hukum berupa suatu reaksi pada perbuatannya
yang dinilai haruslah sesuai dengan perbuatannya pula.

Demikian dengan rendahnya hukum yang kerap dijatuhkan menjadi salah
satu faktor yang mempengaruhi rasa kepercayaan masyarakat mengenai adanya
ketidakadilan dan juga kurang tegasnya aparat dan juga sistem hukum sehingga para
pelaku serta yang turut serta dalam perbuatan kejahatan tersebut masih saja sering
terjadi sebagaimana yang telah dituliskan diatas terkait kasus penyertaan penadahan
dimana Putusan Hakim dianggap ringan dengan penjatuhan putusan pidana yang

dirasa belum sesuai dengan apa yang sekiranya diharapkan.

Maka dari berbagai konteks inilah sehingga penulis ingin mengkaji lebih
dalam lagi dan lebih lanjut lagi tentang bagaimana analisis pertimbangan hakim
dalam memeberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran jaminan fidusia dan juga
bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran jaminan fidusia dalam
perspektif uqubah al-islamiah serta apa implikasi yang terjadi dalam ‘uqubah al-
islamiyah berupa karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “ Sanksi pidana
bagi pelaku pelanggaran jaminan fidusia persektif ‘uqubah al islamiah (studi putusan

no. 85/pid.sus/2021/pn pare)”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka peniliti

merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :



1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap pemberian sanksi bagi
pelaku  pelanggaran  jaminan fidusia (Putusan  No. 85/Pid
Sus/2021/PN.Pre).

2. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran jaminan fidusia
dalam perspektif Ugubah Al-Islamiah berdasarkan (Putusan No. 85/ Pid
Sus/2021/PN. Pre).

3. Bagaimana implikasi hukum (Putusan No.85/ Pid.Sus/ 2021/ PN. Pre)

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan

penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap
pemberian sanksi bagi pelaku pelanggaran jaminan fidusia (Putusan No.
85/Pid Sus/2021/PN.Pre).

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku
pelanggaran jaminan fidusia dalam perspektif ‘Uqubah Al-Islamiah
(Putusan No.85/ Pid Sus/2021/PN. Pre)

3. Untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum (Putusan No.85/ Pid
Sus/2021/PN. Pre).

D. Kegunaan Penelitian
Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan signifikan di
suatu badan usaha atau perusahaan baik secara teoritis maupun praktis.

(a) Secara Teoritis
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penggunaan jaminan
fidusia dan khususnya hukum pidana islam sebagai bahan pengetahuan
untuk mengatasi terjadinya suatu kejahata terhadap sebuah perusahaan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam hal

pemikiran untuk penelitian selanjutnya dan dijadikan bahan acuan dan
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pengembangan pengetahuan khususnya dalam bidang penelitian hukum
pidana islam.
(b) Secara Praktis
a. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan dan
sebagai acuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan
hukum terhadap korban maupun pelaku dalam prespektif ‘ugubah al
islamiyah..
b. Bagi Akademisi
Sebagai bahan untuk mengoptimalkan lembaga badan usaha
khususnya perusahaan lainnya untuk mengetahui dan memahami
bagaimana pentingnya mencegah suatu kejahatan agar hal tersebut tidak
terjadi lagi dan tidak ada lagi kasus seperti ini.
c. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada
masyarakat tentang kejahatan korporasi dengan menggunakan jaminan
fidusia yang menjadi korban pelaku korporasi, dan sebagai referensi bagi
penegak hukum dalam memberikan keadilan bagi korban kejahatan

korporasi



BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Adapun untuk mencegah terjadinya kesamaan hasil penelitian yang membahas
terkait penelitian yang sama, referensi peneliti terdahulu digunakan sebagai bahan
acuan penyusunan skripsi kedepannya. Maka penulis akan memaparkan beberapa
skripsi yang menjadi sumber referensi yang pembahasannya bersangkutan dengan

penelitian yang peneliti ajukan. Penelitian tersebut antara lain:

Pertama, Dea Angelina Carity Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas
negeri Walisongo Semarang “Studi analisis jaminan fidusia pada putusan pengadilan
negeri semarang nomor: 12/pdt.g/2021/PN Smg”. Dalam penelitian ini Dea Angelina
Carity mengambil kesimpulan dimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus
perkara jaminan fidusia pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 12/Pdt.
G/2021/PN Smg vyaitu telah terjadi pemindahtanganan objek jaminan fidusia
(Daihatsu Sigra) oleh Debt Collector terhadap saksi Dwi Susanto berserta
keluarganya di daerah Sragen tanpa persetujuan dari Penggugat (Poniman) sebagai
pemberi hak fidusia, bentuk tindakan tergugat berdasarkan yurisprudensi berupa
putusan Mahkamah Kontitusi Rl No. 18 /PUU-XVII/2019, merupakan perbuatan
melawan hukum karena seharusnya dilakukan dengan mengacu pada ketentuan
mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Sehingga tindakan penarikan tersebut tidaklah tepat disamping termasuk 194 dalam
klasifikasi perbuatan melawan hukum juga melanggar ketentuan mengenai
prosedural eksekusi objek jaminan fidusia dikarenakan pada pemindahan hak
kepemilikan atas dasar kepercayaan, hak kepemilikan secara hukum tetap ada pada
pemberi fidusia. Oleh karena pengalihan hak milik tersebut bukan merupakan
pengalihan kepemilikan secara hukum, maka penerima fidusia secara hukum tidak
dibenarkan untuk melakukan perbuatan hukum apapun juga terhadap barang yang
dialihkan hak kepemilikannya oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia. Antara

lain penerima fidusia tidak dibolehkan menjual objek fidusia tersebut sepanjang



debitur tidak telah terbukti cedera janji dan besarnya utang yang tertunggak diakui
secara sukarela oleh debitur. Apabila kedua hal tersebut diingkari oleh debitur maka

kedua hal tersebut wajib diputus oleh pengadilan.t’

Adapun kesamaan antara penelitian Dea Angelina Carity dengan penelitian
yang dilakukan oleh calon peneliti/penulis ialah terletak pada pada hal yang
menyangkut tentang jaminan fidusia sedangkan perbedaannya terletak pada
penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu lebih mengarah ke studi analisis
sedangkan pada penelitian yang lebih lanjut ini penulis lebih memfokuskan pada

sanksi pidana bagi pelanggran jaminan fidusia perspektif ugubah al-islamiah.

Kedua, Nurul Fadila Rusli Fakultas Hukum Universitas Bosowa “Analisi
Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Oleh Debitor (Studi
Kasus di PT.Pegadaian (persero) Pasar Butung Makassar)” Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui kedudukan objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitur
berdasarkan perjanjian dengan PT.Pegadaian dan untuk mengetahui upaya
penyelesain kredit yang dialihkan oleh debitur . Hasil penelitian menunjukkan
bahwa untuk menentukan kedudukan hukum objek jaminan fidusia yang dialihkan
oleh pihak debitor, maka diperlukan pendaftaran. PT. Pegadaian tidak melakukan
pendaftaran jaminan fidusia secara keseluruhan dengan pertimbangan biaya,
sehingga kedudukan hukum objek jaminan fidusia tersebut mempunyai kelemahan
hukum dalam arti kurang mendapat kepastian hukum bagi kreditor, oleh karena
debitor telah melanggar ketentuan pasal 23 ayat (2). Selain itu untuk menyelesaikan
kredit dengan jaminan fidusia yang objeknya dialihkan oleh debitur, PT. Pegadaian
menempuh cara negosiasi dengan pihak debitor beserta pihak ke-tiga yang
menerima pengalihan objek jaminan fidusia, yaitu dengan upaya menggantikan

objek jaminan yang dialihkan kepada pihak ke tiga dengan benda milik debitor yang

17 Dea Angelina Carity, “‘Studi Analisis Jaminan Fidusia Pada Putusan Pengadilan Negeri
Semarang Nomor: 12/Pdt.g/2021/PN Smg,’” 2023. h.193 .



nilainya setara dengan objek jaminan yang sudah dialihkan, oleh karena PT.
Pegadaian mempunyai hak kebendaan atas objek jaminan.

Persamaan penelitian tersebut dengan membahas tentang jaminan fidusia
penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti ialah adanya tata letak pada kasus
yang sama Yaitu kasus ini merupakan kasus tindak pidana terhadap jaminan fidusia.
Adapun perbedaan penelitian yang dilakukkan penelitian terdahulu dengan
penelitian yang akan dilakukan calon penelitih ialah pada penelitian terdahulu
berfokus pada analisis hukum terhadap obejek jaminan fidusia sedangkan pada
penelitian yang lebih lanjut ialah sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran jaminan

fidusia perspektif ‘ugubah al islamiah.*®

Ketiga, Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Rizki Amanda dari Fakultas
Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dengan judul
penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Objek Jaminan Fidusia
Yang Dialihkan Oleh Debitur”. Pada penelitian ini peneliti mengambil kesimpulan
yaitu pemberi fidusia (debitur) dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau
menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang
tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengann persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari Penerima Fidusia. Pelarangan yang diberlakukan kepada debitur ini
diperuntukkan untuk menjaminan agar hak-hak kreditur dalam perjanjian fidusia
tidak terabaikan. Kemudian berdasarkan Pasal 24 disebutkan penerima fidusia
(kreditur) tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi
Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan
melanggar hukum sehubungan dengann penggunaan dan pengalihan Benda yang
menjadi objek Jaminan Fidusia. Artinya kreditur dilindungi agar tidak dibebankan
segala akibat hukum dari penggunaan ataupun pengalihan objek jaminan yang
dilakukan oleh kreditur. Sebagai bentuk perlindungan hukum pula, bahwasannya

18 Nurul Fadila Rusli, Analisis Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang
Dialihkan Oleh Debitor., 2022.



kreditur diberikan hak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur
cedera janji atau wanprestasi saat melaksanakan perjanjian terkait objek jaminan

fidusia.®

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh calon
peneliti/penulis terletak pada kasus yang sama tentang tindak pidana jaminan
fidusia. Dan perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu membahas tentang
perlindungan hukum bagi penerima fidusia (kreditur) sedangkan dalam penelitian ini

di fokuskan pada sanksi bagi pelaku pelanggaran jaminan fidusia.

B. Tinjauan Teori

1. Pertimbangan Hakim

Hakim pada beberapa kesemptan, pasti dihadapkan pada keadaan harus
mengadil suatau perkara yang tidak memeliki dasar hukum atau pengatauran
hukum yang tidak jelas. Dalam keadaan ini hakim tidak dapat menolak untuk
mengadili perkara tersebut dengan dalih tidak ada hukum yang mengatur. Sesuai
dengan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang
kekuasaaan kehakiman yang berbunyi: “Pengadilan dilarang menolak untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih
bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan
mangadilinya.” Apabila hakim tidak menemukan hukum yang mengatur dalam
hukum tertulis, maka hakim, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-
nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti apa yang dimaksud dalam
pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan
kehakiman yang berbunyi: “Hakim dan hakim konsitusi wajib mengggali,
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

masyarakat.”

19 Muhammad Rizki Amanda, “‘Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Objek
Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Oleh Debitur’.,” 2023 h. 73.



Pertimbangan hakim merupakan tahapan dimana majelis hakim memeriksa
fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Keseimbangan peradilan
merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya
nilai-nilai putusan peradilan, tidak hanya mencakup keadilan dan kepastian
hukum, namun juga mencakup kepentingan para pihak yang terlibat.
Keseimbangan tersebut perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dengan cermat.
Apabila pertimbang hakim tidak teliti, memadai dan tepat, maka putusan hasil
pertimbangan hakim dibatalkan oleh pengadilan tinggi/mahkamah agung.?°

Mempertimbangkan suatu perkara, hakim juga memerlukan alat bukti yang
hasilnya menjadi dasar hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara
tersebut. Bukti adalah langkah paling penting yang dipertimbangkan selama
persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memberikan kepastian bahwa
peristiwa/fakta yang disangkakan benar-benar terjadi sehingga menghasilkan
putusan pengadilan yang benar dan adil. Hakim tidak dapat memutuskan di
hadapannya bahwa peristiwa/perkara itu benar-benar terjadi, yakni dapat
dibuktika kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para
pihak.?

Menurut Pujo Hunggul Hendro Wasisto bahwa tiap hakim mempunyai
pertimbangan-pertimbangan yang berbeda dalam memutus perkara, menurut
beliau dalam memutus perkara pidana, hakim masih didasarkan pada asas
legalitas (berdasarkan hukum yang berlaku), dan juga berdasarkan kode etik dan
pedoman perilaku hakim, yaitu salah satunya harus arif dan bijaksana yaitu
mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik
norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun

kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu

20 Mukti Arto, Peraktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, 2004.
21 Bayu, et al Pasetyo “Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan
Perkara Sengketa Kepegawaian,” Jurnal Palar 7 (2021)h. 478.



memperhitung akibat dari tindakannya.?

Memutus suatu perkara, hakim, terutama yang berpandangan progresif dan
responsif hukum akan berani menawarkan semacam antitesa terhadap kebenaran
dan penerapan aturan hukum. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi
wewenang oleh undang-undang untuk memutus suatu perkara.?® Penegakan
hukum yang mengedepankan kepastian hukum merupakan cara berpikir yang
terlalu legalistik, sehingga menjadi penghambat mencerminkan asas dan nilai
hukum (keadilan) yang ingin dilindungi oleh hukum dalam putusan pengadilan.
Penegakan hukum yang mengabaikan nilai keadilan dapat mengasingkan rasa
keadilan masyarakat bahkan dapat mempengaruhi citra keadilan dan penegakan
hukum di mata masyarakat.

2. Teori Ugubah

Pemidanaan atau hukuman dalam bahasa Arab disebut 'uqubah. Lafaz
'uqubah menurut bahasa berasal dari kata: (w=&= (artinya: mengiringnya dan
datang di belakangnya.?* Pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian
istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz: (<= (yang sinonimnya
memiliki artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.?®

‘Uqubah disyari’atkan untuk mencegah manusia dari tindak kejahatan.
‘Uqubah atau sanksi hukuman dalam sistem hukum pidana islam terbagi dalam
tiga kategori utama yaitu ‘uqubah hudud, ‘uqubah qishas dan diyat, dan ‘uqubah
ta’zir.

Hukuman atau sanksi pidana dalam Islam disebut ‘Uqubah yang meliputi
baik hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal. Menurut Abdul Qadir
Audah yang dimaksudkan dengan ‘uqubah atau hukuman adalah pembalasan

yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas

22 \WWawancara dengan Pujo Hunggul Hendro Wasisto, Hakim Pengadilan Negeri/Niaga/
HI/Tipikor Semarang, tanggal 1 September 2014.

2 Andre G. Mawey, “Pertimbangan Hkamim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari
Segala Tuntutan Hukum,” Lex Crimen 2, no. VVol. 2 No. 5 (2016):Lex Crimen (2016).

24 Anis, Ibrahim, him. 613.

%5 Anis, Ibrahim, Al-Mu‘jam Al-Wasith, Juz Il, Al-Araby, Dar Al-Lhya Al-Tyrats, him, 612



ketentuan-ketentuan syara’.?® Maksud pokok ‘uqubah untuk memelihara dan

menciptakan kemaslahatan serta menjaga manusia dari hal-hal kemafsadatan,

mejauhkan dari kebodohan, mendapatkan petunjuk dari hal-hal yang

menyesatkan, mengindarkan dari kemaksiatan dan menyeru kepada ketaatan.

‘uqubah diteapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan

ketertiban umum.?’

3. Teori implikasi hukum

Teori implikasi hukum adalah pendekatan dalam kajian hukum yang menekankan
hubungan antara norma hukum, tindakan individu atau entitas, dan konsekuensi
hukum yang timbul sebagai hasil dari tindakan tersebut. Pendekatan ini mengkaji
bagaimana norma-norma hukum memandu perilaku dan menghasilkan efek hukum
yang signifikan dalam masyarakat. Pemahaman tentang teori ini sangat penting untuk
menegakkan keadilan dan menciptakan ketertiban sosial.?®

Teori implikasi hukum memiliki relevansi yang luas dalam berbagai aspek
kehidupan, termasuk di bidang bisnis, hukum pidana, dan perlindungan konsumen.
Dalam dunia bisnis, pemahaman mengenai implikasi hukum dari tindakan korporasi
sangat penting untuk menghindari risiko hukum dan melindungi kepentingan
perusahaan. Misalnya, korporasi yang memahami konsekuensi dari pelanggaran
hukum akan lebih cenderung untuk mematuhi regulasi yang ada. Selain itu, dalam
konteks penegakan hukum, teori ini membantu penegak hukum dalam menentukan
sanksi yang sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Dengan memahami
implikasi hukum, penegak hukum dapat membuat keputusan yang lebih adil dan

proporsional. Hal ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya

26 Suciyani Suciyani. Saputro,and Aji yogo, “Analisis ‘Uqubah Murtad Di Kelantan
Malaysia Dalam Perspektif Figh Jinayah,” UIN RadenMas Said, 2024.h. 9.

2’ Muhammad ma’mun, “Teori "uqubah Al Islamiyah” (2022)h.33-39.

28 Sari D.A “‘Dampak Pelanggaran Hukum Dalam Praktik Bisnis: Tinjauan Teori Implikasi
Hukum.,”” Jurnal Hukum Bisnis 12, no. 1 (2020) h. 45-60.



mematuhi hukum, sehingga dapat tercipta budaya hukum yang baik.?°

. Kerangka Konseptual

Penting bagi penelitian ini untuk menghindari kesalapahaman arti maka
dijelaskan secara detail maksud dari kata tersebut. adapun judul dalam penelitian ini
yaitu : “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelanggaran Jaminan Fidusia dalam
Prespektif Uqubah al-islamiah ” maka makna dalam setiap kata dalam judul

penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan suatu penerapan hukuman yang dijatuhkan kepada
para pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan melawan hukum,
dimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan
telah diatur di dalam suatu undang-undang tertentu. Menurut Darwan prints yang
dimaksud dengan sanksi pidana adalah hukuman yang dijatuhi atas diri seseorang
yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.*

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi
perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana
diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri, sedangkan
roslan saleh menegaskan bahwa sanksi pidana adalah reaksi atas delik, dan ini
berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada
pembuat delik. Suatu nestapa yang di maksud adalah suatu bentuk hukuman yang
di jatuhkan kepada pembuat delik atau si pelaku.! Sanksi pidana merupakan alat
atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-
kejahatan atau bahaya besar dan segera untuk menghadapi ancaman-ancaman

29 Rahman, A*“‘ Analisis Implikasi Hukum Tindakan Korporasi Terhadap Perlindungan
Konsumen.,”” Jurnal Hukum Dan Masyarakat 18, no. 2 (2023) h. 134-150.

30 Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia, 2001 h. 23.

3L Tri Andrisman, Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung,
2009.



dari bahaya.®2

Sanksi hukum berarti hukuman. Dalam arti suatu perasaan tidak enak
(sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah
melanggar undang-undang hukum pidana.

b. Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat
difidusiakan tersebut berdasarkan kepercayaan yang penguasaannya tetap
dilakukan oleh si pemilik benda tersebut. Biasanya hal terjadi karena pemilik
benda tersebut (debitor) membutuhkan sejumlah uang dan sebagai jaminan atas
pelunasan utangnya tersebut si debitor menyerahkan secara kepercayaan hak
kepemilikannya atas suatu benda bergerak atau benda yang tidak termasuk dalam
lingkup Undang-Undang No. 4 tahun 1996 kepada kreditomya dan hak
tersebutjuga dapat dialihkan kepada pihak lain.*

Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentukjaminan yang
tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari,sedangkan bagi kreditur
jaminan yang baik adalah jaminan yang dapatmemberikan rasa aman dan
kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada
waktunya.Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan
di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Fidusia yang berarti penyerahan
hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk
tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk
sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. Apalagi lembaga fidusia ini
dikaitkan pasal 1152 KUH Perdata menyatakan pula. bahwa jika barang jaminan
tetap dibiarkan dikuasai debitur maka jaminan tersebut akan tidak sah.®*

Sedangkan Fidusia merupakan salah satu hak kebendaan yang bersifat

32 Eko Sopoyono and Daud, BrianSeptiadi, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku
Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia,” Pembangunan Hukum Indonesia 3
(2019):h. 352-65.

33 Jatmiko Winarno, “‘Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan
Fidusia.,”” Jurnal Independen 1.1 (2013) h. 44-55.

% Jatmiko Winarno. h.44.



memberikan jaminan atas terpenuhinya hak hak yang dimiliki kreditur dalam
perjanjian pokok, dan fidusia sebagai sebuah perjanjian merupakan perbuatan
hukum yang dinyatakan tunduk pada ketentuan buku ke iii kitab undang undang
hukum perikatan tentang perikatan (verbintenis),oleh karena itu segala ketentuan
yang berkaitan dengan perjanjian fidusia berlaku ketentuan umum yang mengatur
tentang perikatan dan perjanjian pada umumnya.*

Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat accessoir
dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6-
huruf b Undang undang No. 42 Tahun 1999 dan harus dibuat dengan suatu akta
notaris yang disebut sebagai akta Jaminan Fidusia. Pasal 11 jo Pasal 13 jo Pasal
15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 menentukan bahwa benda (yang ada
di wilayah negara RI atau di luar negara RI) yang dibebani dengan jaminan
fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang permohonan
pendaftarannya diajukan oleh Penerima Fidusia dengan memperhatikan syarat-
syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 dan atas dikabulkannya
permohonan pendaftaran tersebut, maka kepada penerima fidusia diberikan
sertifikat Jaminan Fidusia yang tanggalnya sama dengan tanggal diterimanya
permohonan pendaftaran fidusia (registration of titles). Sertifikat Jaminan
Fidusia disamakan dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang mempunyai kekuatan
eksekutorial (titel eksekusi), artinya Sertifikat jaminan Fidusia tersebut dapat
dieksekusi.®

¢. Uqubah al-islamiah

‘Uqubah atau hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk
kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
syara. Maksud pokok ‘ugubah untuk memelihara dan menciptakan

% Benny Krestian Heriawanto, “Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan
Title Eksekutorial,” Legality: Jurnal IImiah Hukum 1 (2019) h. 54-67.
% Jatmiko Winarno.h. 44-45



kemaslahatan serta menjaga manusia dari hal-hal kemafsadatan, mejauhkan dari
kebodohan, mendapatkan petunjuk dari hal-hal yang menyesatkan,
mengindarkan dari kemaksiatan dan menyeru kepada ketaatan. ‘ugqubah
diteapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan ketertiban
umum.¥

Hukuman atau sanksi pidana dalam Islam disebut ‘Ugubah yang meliputi
baik hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal. Menurut Abdul Qadir
Audah yang dimaksudkan dengan ‘uqubah atau hukuman adalah pembalasan
yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran
atas ketentuan-ketentuan syara.®®

Tindak pidana dalam hukum islam dikenal dengan istilah Jarimah
sedangkan hukuman disebut dengan istilah Ugubah. Maka jika disebut istilah
jarimah dan uqubah itu berarti tindak pidana dan hukumannya. Jarimah adalah
perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan
hukuman had atau ta'zir. Jarimah atau tindak pidana ditinjau dari segi
hukumannya dibedakan dalam tiga bagian, yaitu jarimah hudud, jarimah

gishash dan diat, serta jarimah ta'zir.*

D. Kerangka pikir
Kerangka berfikir merupakan model konseptual dimana sebuah teori memiliki
hubungan antara konsep dengan variable yang menjelaskan tentang Sanksi pidana
bagi pelaku korporasi terhadap jaminan fidusia dalam perspektif uqubah al-islamiah
yang dilihat dari dua aspek yaitu, pertama figih jinayah itu sendiri, kemudian yang
kedua perlindungan hukum. Adapun kerangka fikir yang dimaksud dalam penelitian
ini sebagai berikut.

3 Muhammad ma’mun, “Teori "uqubah Al Islamiyah” (2022) h.33-39.

38 Suciyani dan Saputro, Aji Yogo, “Analisis ‘Uqubah Murtad Di Kelantan Malaysia Dalam
Perspektif Figh Jinayah,” UIN RadenMas Said, 2024. h. 9.

39 Agus. Sarono, “‘Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam.,”” Value Added:
Majalah Ekonomi Dan Bisnis 11, no. 2 (2015): 73.
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BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
lapangan (field research). Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu
suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran yang objektif bertanya
kepada satu orang dan diarahkan pada orang lain lagi, sampai diperoleh informasi
yang lengkap tentang masalah yang diteliti.*® Pada penelitian kualitatif, semakin
mendalam, teliti, dan tergali suatu data yang didapatkan, maka bisa diartikan pula

bahwa semakin baik kualitas penelitian tersebut.

Maka dari segi besarnya responden atau objek penelitian, metode penelitian
kualitatif memiliki objek yang lebih sedikit dibandingkan dengan penelitian
kuantitatif, sebab lebih mengedepankan kedalaman data, bukan kuantitas data.*!
Metode kualitatif membantu ketersediaan diskripsi yang kaya atas fenomena.
Kualitatif mendorong pemahaman atas substansi dari suatu peristiwa. Dengan
demikian, penelitian kualitatif tidak hanya untuk memenuhi keinginan peneliti untuk
mendapatkan gambaran/penjelasan, tetapi juga membantu untuk mendapatkan
penjelasan yang lebih dalam. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif, peneliti
perlu membekali dirinya dengan pengetahuan yang memadai terkait permasalahan

yang akan ditelitinya.

40 Mahanum Mahanum, “Tinjauan Kepustakaan,” ALACRITY : Journal of Education 1, no. 2
(2021): h. 3.

41 Oky Sugianto, “Penelitian Kualitatif, Manfaat Dan Alasan Penggunaan Jakarta:
Universitas Bina Nusantara,” Universitas Bina Nusantara, 2020.
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Parepare.
Objek penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam
mengambil putusan pada kasus ini.
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan selama dua bulan untuk mendapatkan data-

data yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pembahasan sesuai dengan
rumusan masalah yaitu bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap pemberian
sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran jaminan fidusia (putusan No. 85/ Pid. Sus/
PN. Pre ) dan bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran jaminan
fidusia perspektif ‘Uqubah Al Islamiah (putusan No. 85/ Pid. Sus/ PN. Pre ). dan
bagaimana imlikasi dengan adanya (putusan No. 85/ Pid.Sus/ 2021/ PN. Pre).

D. Jenis dan Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data itu diperoleh,

sumber data yang digunakan mengacu pada data primer dan data sekunder.

1. Data Primer
Sumber primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta
empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam
bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdorong
dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan dan arsip.*?
2. Data Sekunder

4 Desiana Risqi Hana and Suwarti Suwarti, “Dampak Psikologis Peserta Didik Yang
Menjadi Korban Cyber Bullying,” Psisula: Prosiding Berkala Psikologi 1, no. 11 (2020): h. 19.
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Data sekunder pada penelitian ini adalah data penelitian yang
diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara misalkan lewat

orang lain atau melalui dokumen pendukung.*

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data
Berdasarkan jenis data yang dibutuhkan, yang berhubungan dengan
sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran jaminan fidusia dalam perspektif
uqubah al-islamiah, maka dalam penelitian ini peneliti menentukan teknik
pengumpulan data (instrument) yang tepat.** sesuai dengan kondisi, waktu

serta pertimbangan lain de mi efektifnya penelitian sebagai berikut :

1. Observasi
Observasi merupakan suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu
objek tertentu secara cermat dan secara langsung di lokasi yang ingin
diteliti tersebut.*®
2.  Wawancara
Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan
responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam
hubungan tatap muka, sehingga gerak mimik responden merupakan pola
media yang melengkapi kata-kata secara verbal .
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau

peristiwa pada waktu lalu. Metode dokumentasi adalah data mengenai

43 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, 2008.

4 Farida Nugrahani, “Metode Penelitian Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa,” Buku Edit 1,
no. 1 (2008): h.121.

4 Tutik Rachmawati, “Metode Pngumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif,” UNPAR
Press, no. 1 (2017): h. 16-18.

46 Leny Lince, “Implementasi Kurikulum Merdeka untuk Meningkatkan Motivasi Belajar
pada Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan,” in Prosiding Seminar Nasional Fakultas
Tarbiyah dan llmu Keguruan IAIM Sinjai, (2022), h. 45.
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hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar,
majalah, agenda dan lain sebagainya.*’

Teknik dari metode dokumentasi ini diawali dengan menghimpun,
memilih dan mengkategorikan dokumen-dokumen sesuai dengan tujuan
penelitian, kemudian mulai menerangkan, mencatat dan menafsirkan,
sekaligus menghubungkan dengan fenomena yang lain dengan tujuan
untuk memperkuat data. Pengumpulan data dengan melihat dokumen
yang ada, arsip, foto, brosur, serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung
dalam penyusunan proposal skripsi ini.

Selanjutnya penulis akan mengumpulkan data, mengkaji, dan merangkum
serta menulis data yang berkaitan dengan pemidanaan bagi pelaku tindak

pidana penghinaan.

F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelititian kualitatif ini ada beberapa uji keabsahan data yaitu

sebagai berikut:

1.

Uji Credibility

Yaitu mencocokan antara masalah yang ditemukan dengan apa yang
sedang diobservasi.*® Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa alur
diantaranya pengamatan yang diperpanjang, peningkatan dalam
penelitian, trianggulasi diskusi dengan dosen, serta analisis kasus negatif.

Uji Transferability

47 Rinto Sibarani et al., “Kajian Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan: Perspektif Hukum d1

Indonesia,” J
48

2008), h.158.

ournal.Uib.Ac.Id 1, no. 1 (2021) h.86.
Basrowi dan Suwandi, 'Memahami Penelitian Kualitatif', (Jakarta: PT Rineka Cipta,
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Teknik ini digunakan untuk menguji validitas eksternal yang
menunjukan ketepatan ataupun di terapkanya hasil penelitian ke populasi
dimana sempel diambil dan data-data yang dikumpulkan.*®

3. Uji Depandability

Pengujian ini berkaitan dengan konsistensi antara hasil penelitian
dengan data-data yang dikumpulkan. Penelitian kualitatif dikatakan
reliabel jika pembaca dapat mengulangi proses penelitian yang
dijalankan peneliti. Uji dependabilitas melalui audit seluruh proses
penelitian yang dilakukan peneliti oleh auditor netral atau
pembimbing.*°

4. Uji Confirmability

Yaitu peneliti mengatur dan menyusun data secara yang sistematis
mengenai sanksi pidana terhadap pelaku korporasi terhadap jaminan
fidusia sebagai korban Pengalihan benda terhadap objek jaminan fidusia
untuk memperoleh gambaran dan menjawab permasalahan, serta

mengelompokkan data yang di peroleh.>!

G. Teknik Analisis Data
Teknis atau metode pengumpulan data adalah mengelompokkan dan
membuat suatu urutan serta menyingkat data sehingga mudah dibaca atau
dipahami dan kemudian di interprestasikan. Analisis berarti menguraikan atau
memisah-misahkan. Menganalisa data berarti mengurai data atau

menjelaskan data, sehingga berdasarkan data itu pada gilirannya dapat ditarik

4 Dunan, Hendri, and Ayu Sulistiandari “Pengaruh Kepercayaan Diri dan Motivasi

Terhadap Performance Pertandingan Atlit Karate di Forki Lampung,” Jurnal EMT KITA 3 (2023)
h.625-29.

%0 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,
(2014), h. 337.

51 Sugiyono, 'Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D,
Cetakan ke 25 (Bandung: Alfabeta, 2017), h.376.
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pengertian dan kesimpulan-kesimpulan.®® Analisis data penting dalam suatu
penelitian guna memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
Sebelum dilakukan analisis, diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap
seluruh data yang ada untuk mengetahui keabsahannya. Selanjutnya diadakan
pengelompokan data sejenis untuk keperluan analisis dan penulisan.>® Dalam
menganalisis data dalam penelitian ini, analisis deskriptif dengan pola-pola
pikir deduktif yang baik digunakan, karena peneliti memaparkan dan
menjelaskan data secara real dan jelas dimana data dalam hal ini yang
berkaitan dengan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana kejahatan terhadap
fidusia kemudian peneliti menganalisis dengan teori Uqubah al islamiyah dan

teori implikasi hukum

52 Malissa Rizqi, “Deiksis dalam Surat Kabar Republika Tentang Aksi Ancaman Terorisme
di Indonesia Serta Pemanfaatannya dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP” (2018).

53 Alfiansyah Anwar, “Handling Of Press Crimes,” JISIP (Jurnal IImu Sosial Dan
Pendidikan) 5.3 (2021),h. 49.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberian Sanksi Pidana Bagi
Pelaku Pelanggaran Jaminan Fidusia

Adapun Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pada Putusan Pengadilan
Negeri Parepare No. 85/Pid.Sus/2021/PN.Pre terhadap tindak pidana jaminan fidusia
perlu diketahui bahwa dalam proses pengambilan data atau informasi penulis
melakukan wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Parepare yaitu
Ibu Rini Ariani Said, SH., MH. Sebelum jauh membahas mengenai pertimbangan
hakim dalam perkara terhadap jaminan fidusia ini ibu Rini Ariani Said,SH.,MH
memberitaukan bahwa pada “Pengadilan Negeri Parepare itu sendiri sudah
menangani kasus serupa 5 kali pertahun dan setiap tahunnya pasti ada sampai di

tahun yaitu 2024”.

Mengenai pertimbangan Hakim dalam perkara ini Ibu Rini Ariani Said, S.H.,

MH. mengatakan bahwa:

“ Tidak hanya perkara fidusia saja umumya itu pasti yang menjadi
pedoman ialah unsur pasal yang di dakwakan, jadi lihat dulu dakwaan pasalnya
apa, unsur-unsurnya apa, dan setelah itu dibandingkan dengan fakta
persidangan. Di fakta prsidangan itu apakah perbuatan mecocoki rumusan
pasal kalau sudah cocok berarti dia terbukti layak untuk dipertimbangkan, nanti
sebelum mejatunkan amar akan dipertimbangkan lagi hal-hal yang
meringankan dan hal-hal yang memberatkan, kira-kira apa sebenarnya yang
menjadi dasar dalam melakukan ini. Barulah nanti akan di jatuhkan

amarnya”.>*

Sesuai dengan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam
mempertimbangkan suatu perkara perlu memperhatikan unsur pasal dalam sebuah

perkara dan fakta persidangannya, jika semua sudah mencocoki rumusan pasal

% Rini Ariani Said, “Hakim Di Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara di Pengadilan
Negeri Parepare tanggal 30 September 2024 n d.
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barulah perkara tersebut layak untuk di pertimbangkan. Jadi sebelum semua itu di
perhatikan atau dicocokkan maka hakim sulit untuk mempertimbangkan suatu

perkara.

Adapun pertimbangan hakim dalam membuat suatu keputusan mencakup dua

aspek utama yaitu:
1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis ialah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan
peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh
menjatuhk an pidana tersebut kecuali apabila dengan alat bukti yang sah, sehingga
hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan
terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah

dimaksud adalah:
a. Keterangan Saksi;

Keterangan saksi sebagaiman dari hasil wawancara kepada ibu Rini
Ariani Said, SH.,MH mengatakan bahwa.

“Kalau khusus perkara ini lengkap di putusan bisa dibaca saksinya siapa
saja yang dihadirkan tapi umumnya kalau perkara fidusia pasti yang mejadi
korban biasanya perusahaan atau jaminan tempat dia menjaminkan mobil,
kalau saksi meringankan itu memberikan kesempatan tapi belum tentu setiap

perkara ada yang mengajukan”.

Adapun beberapa saksi yang diperolen pada persidangan ada 3 saksi
yang dihadirkan, singkatnya diterangkan bahwa dimana saksi MUH. IHSAN
MADU alias IHSAN BIN MADU, saksi SAHARUDDIN, S.Pd. alias UCENG
BIN LA BUDU, dan saksi RUSTAN alias UTTANG BIN LA WATANG, ke-3
saksi ini merupakan kariyawan PT. BFI FIANCE Parepare mengetahui adanya
akta Jaminan fidusia dan sertifikat jaminan fidusia dan mengetahui jika nilai

jaminan fidusia sejumlah Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah)
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dan bahwa jumlah angsuran terdakwah Rp 1.757.500,00 (satu juta tujuh ratus
lima puluh tujuh lima ratus rupiah) stiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam)
bulan dan terdakwah hanya melakukan pembayaran angsuran selama 4 (empat)
kali,dan mengetahui bahwa yang menjadi jaminan fidusia yakni berupa 1(satu)
unit mobil pick up Suzuki Carry standar 1,5 PU warna hitam Nomor Pol DP
8815 Ac dan dipindah tangankan ke sesorang yang bernama Wawan dengan
tujuan melanjutkan angsuran namun Wawan tidak pernah melakukan
pembayaran pada kantor PT. BFI Finance Parepare dan mobil sudah tidak
diketahui keberadaannya sampai sekarang. Dan terdakwa juga tidak memiliki
izin dari PT. BFI Finance Parepare.

Keterangan saksi merupakn suatu proses pembuktian yang paling utama
dalam perkara pidana dimana hampir semua pembuktian perkara pidana
bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Dalam proses pembuktian
haruslaah sesuai dengan aturan ketentuan yakni,

Pertama, pengucapan sumpah dan janji sesuai agama dari masing-masing

saksi sebagaimana dalam pasal 160 ayat 3.

Kedua, keterangan saksi bernilai bukti sesuai Pasal 1 angka 27 KUHAP
yaitu saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri, serta
menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu, ketiga harus diberikan disidang
pengadilan sesuai dengan Pasal 185 ayat 1, keempat yakni keterangan dari
seorang saksi saja dianggap tidak cukup maka haruslah lebih dari seorang, dan
kelima keterangan dari saksi berdiri sendiri.>

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang kedua diatur dalam Pasal 184

KUHAP yang merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang

% Bastianto Nugroho, “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim
Menurut KUHAP,” 1 yuridika 32 27 (2017).
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memiliki keahlian khusus mengenai yang diperlukan untuk terangnya suatu
perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.>®

Dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP terdapat juga penjelasan mengenai
pengertian “Keterangan Ahli” yakni keterangan Ahli merupakan suatu
keterangan yang diberikan oleh seseorang yang dimana seseorang tersebut
memeiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat
terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Berdasarkan

rumusan Pasal 1 butir 28 KUHAP tersebut, keterangan ahli merupakan.

1) Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian
khusus atau pengetahuan tentang hal-hal yang diperlukan. Ini berarti
siapa yang menjadi subyek dari keterangan Ahli, siapa yang dapat
memberikan keterangan Ahli yang berarti seseorang yang memiliki
keahlian khusus tentang apa saja yang diperlukan.

2) Untuk membuat terang suatu perkara pidana yang berguna untuk
sebuah kepentingan pemeriksaan. Bagian ini menyangkut fungsi dari
sebuah keterangan Ahli tersebut yaitu, untuk memberi keterangan atas

suatu perkara.

Pada pasal tersebut dimaksudkan sebagai pemberi definisi yang
bersifat umum mengenai pengertian Keterangan Ahli, namun dalam pasal
ini tidak terdapat perbedaan apakah keterangan Ahli tersebut diberikan
secara lisan atau tertulis, juga apakah diberikan dihadapan pengadilan atau
diluar pengadilan. Sehingga dalam hal ini Pasal 1 butir 28 KUHAP disebut
sebagai pendefinisian keterangan Ahli secara umum karna tidak membagi
penjelasannya mengenai penyampaiannya apakah lisan atau tertulis dan

pemberiannya apakah langsung dihadapan persidangan ataupun diluar

6Elvira Susi, “Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189 KUHAP,”
Lex Crimen 8, no. 3 (2019).



33

persidangan.®’
c. Surat

Surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat
dimengerti serta dimaksudkan untuk menjelaskan isi perkara yang

dipergunakan sebagai pembuktian.

Uraian mengenai alat bukti surat ini mendefinisikan surat ialah “Surat-
surat merupakan segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang
dimengerti, yang dimaksudkan untuk mengeluarkan isi pemikiran”. Oleh
karena itu dalam sebuah perkara perdata contohnya, bukti surat resmi atau
autentik merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, dimana hakim
sudah tidak bebas lagi menilainya dan telah terikat dengan adanya pembuktian

surat sepanjang hal tersebut tidak dilumpuhkan dengan bukti lawan.%®

1) Secara teoritis dan menghubungkannya dengan beberapa prinsip
pembuktian yang diatur dalam KUHAP yakni ada dua; Ditinjau dari
segi Formal, alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan
¢ KUHAP adalah sebuah alat bukti yang sempurna karena bentuk dari
surat-surat tersebut adalah resmi dan sesuai dengan formalitas yang
ditentukan oleh suatu perundang-undangan. Alat bukti yang telah
bernilai sempurna yakni:

(@) Sudah benar kecuali dapat dilumpuhkan oleh alat bukti yang lain
yakni (alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat
bukti berupa keterangan terdakwa),

(b) Semua pihak tidak dapat lagi menilai kesempurnaan bentuk dan
pembuatannya,

(c) Tidak dapat lagi menilai keterangan yang dituangkan oleh pejabat

5" Nixon Wulur, “Keterangan Ahli Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim,” Lex Crimen
6, no. 2 (2017)h. 156.

%8 Geraldo Angelo Luntungan, “Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana,” Lex Crimen 7, no. 5 (2018). h. 58.
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berwenang didalamnya sepanjang alat bukti tersebut tidak
dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain.

2) Ditinjau secara Materil, semua alat bukti yang terdapat dalam Pasal 187
KUHAP bukanlah alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Nilai
kekuatan pembuktian oleh alat bukti berupa surat mempunyai nilai
pembuktian yang bersifat bebas, seperti sifat yang dimiliki oleh bukti
berupa keterangan saksi, alat pembuktian keterangan Ahli. Dimana
hakim dalam hal ini bebas menilai kekuatan pembuktiannya, serta
hakim dapat menggunakan atau menyingkirkannya. Dasar
ketidakterikatan Hakim atas bukti surat didasarkan atas beberapa asas
yang antara lain sebagai berikut;

a. Asas mencari kebenaran,

Berdasarkan asas ini hakim bebas menilai kebenaran yang
terkandung dalam alat bukti surat, walaupun dari segi formal dalam
alat bukti surat sudah benar dan sempurna namun kebenaran dan
kesempurnaan formal itu masih bias disingkirkan demim untuk
mencapai dan mewujudkan suatu kebenaran materil atau kebenaran

yang sejati.

b. Asas keyakinan Hakim,

Asas tersebut tampak pada jiwa ketentuan Pasal 183 KUHAP
yang berhubungan erat dengan ajaran sistem pembuktian yang dianut
oleh KUHAP, yakni sistem pembuktian menurut Undang-Undang.

Surat sebagaimana yang tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat
atas sumpah jabatan atau yang telah dikuatkan oleh sumpah adalah;

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh
pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya,
dimana memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang
didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri, hal ini haruslah

disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang
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keterangannya itu,

b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal
yang termasuk dalam tata laksana yang sudah menjadi
tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian
sesuatu pada sebuah keadaan.

c. Surat keterangan dari seorang Ahli yang mengandung pendapat
berdasarkan keahliannya mengenai suatu gal ataupun suatu
keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

d. Surat lain, yang hanya berlaku jika terdapat hubungannya saja

dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Terhadap kasus yang ada pada (putusan no.85/Pid.Sus/2021/Pn.Pre)

sesuai dakwaan penuntut umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan,

bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan

barag bukti yaitu:

a.
b.
&l

1 (satu) eksamplar Akta Jaminan Fidusia atas nama Sudirman;

1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia atas nama Sudirman;

1 (satu) eksamplar Perjanjian Pembiayaan atas nama Sudirman
Nomor Kontrak 4521900449;

1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia atas
nama Sudirman;

1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan atau Kuasa atas nama
Nurhayati;

1 (satu) lembar Struktur Perjanjian Pembiayaan Nomor
4521900449, tanggal 08 Mei 2019

Atas barang bukti terdakwah telah didakwa oleh penuntut umum dengan

dakwaan

yang bebentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung
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dakwaanalternatif ke dua sebagaimana di atur dalam Pasal 36 Undang-undang
RI Nomor42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang terhadap unsur-unsur

tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Maka dari itu, menurut bunyi Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai
sebagai Alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ialah surat yang dibuat
atas sumpah jabatan, dan surat yang dikuatkan dengan sumpah.>®

d. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena
persesuaiannya baik itu antara satu dengan yang lainnya maupun dengan suatu
tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sebuat peristiwa

tindak pidana dan siapa yang menjadi pelakunya.

Alat bukti berupa petunjuk secara jelas, bahkan dalam proses praktek
peradilan pun sering mengalami kesulitan untuk menerapkannya, kekurang
hati-hatian dalam mempergunakannya. Putusan yang bersangkutan dapat
mengambang pertimbangannya dalam suatu keadaan yang samar akibatnya
putusan tersebut itu lebih dekat kepada sikaf penerapan hukum secara
sewenang-wenang, karena putusan tersebut didominasi oleh penilaian subjektif
yang berlebihan.

Untuk menghindari adanya dominasi terhadap subjektif hakim yang tidak
wajar, mendorong pembuat Undang-Undang secepat mungkin memperingatkan
hakim supaya penerapan dan penilaian alat bukti petunjuk dilakukan hakim
dengan kebijaksanaan, serta haruslah terlebih dahulu mengadakan pemeriksaan

dengan adanya kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Selain dari itu hakim juga perlu diajak dan diperingati untuk menarik
petunjuk berdasarkan nurani serta harus lebih dulu mengadakan pemeriksaan.

Pasal 188 ayat 2 “membatasi” kewenangan Hakim dalam memperoleh alat

% Luntungan. h. 60.
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bukti petunjuk, hakim tidak boleh sesuka hati mencari petunjuk terbatas dari
alat-alat bukti yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 188 ayat 2 petunjuk

hanya boleh didapatkan dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa.%°

Petunjuk pada prinsipnya merupakan kesimpulan dari alat bukti lainnya,

sebagaimana pada Pasal 188 KUHAP menetukan bahwa;

1) Petunjuk ialah perbuatan, kejadian, keadaan, yang karena
persesuaiannya baik antar yang satu dengan yang lain, maupun tindak
pidana itu sendiri yang menandakan telah terjadinya tindak pidana dan
siapa pelakunya.

2) Petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan
terdakwa.

3) Penilaian kekuatan pembuktian dilakukan oleh hakim dengan arif lagi
bijaksana.

e. Keterangan Terdakwa

Berdasar pada ketentuan pasal 1 butir 15 KUHAP terdakwa iyalah
seseorang yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan dan dalam
ketentuan Pasal 184 KUHAP keterangan terdakwah merupakan alat bukti yang

sah.

Sebagaimana dari hasil wawancara hakim pengadilan negeri Parepare
ibu Rini Ariani Said, SH., MH mengataka bahwa:

“Dalam perkara pidana khususnya jaminan fidusia itu ada salah
satu alat bukti yaitu ketrangan terdakwa disitu juga digali bagian-bagian
melakukannya apa alasannya, dan apa motifnya. Nah setelah pembacaan
tuntutan juga diberikan kesempatan kepada terdakwa melakukan
pembelaan boleh secara tertulis atau pernyataan keringanan hukuman
saja, berarti kalau keringanan hukuman kan dia mengakui seluruh
perbuatannya jadi dia mohon keringanan hukuman, tapi kalau pembelaan
bisa jadi dia tidak mengakui perbuatannya, terus dia mengatakan apa saja

60 Bastianto Nugroho, “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim
Menurut KUHAP,” Yuridika 32, no. 1 (2017): 17-36.
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poin-poin pembelaannya”.

Wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa khususnya perkara
jaminan fidusia keterangan terdakwa akan digali lebih dalam lagi tentang
alasan melakukan nya dan motif dalam melakukan perbuatan tersebut, dan
terdakwa yang telah melakukan pembelaan itu berarti tidak mengakui
perbuatannya, tapi jika terdakwa menyatakan keringanan hukuman itu berarti

dia mengakui perbuatannya.

Sesuai dengan putusan tertulis bahwa terdakwa Sudirman alias Sudi Bin
Ismail dalam persidangan telah memberikan keterangan yang mengatakan

bahwa:

Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 bertempat di kantor BFI Finance
Parepare yang berada di jalan Sultan Hasanuddin No. 01 Kel. Ujung Sabbang,
Kec. Ujung, Kota Parepare, bahwa terdakwa telah mengambil pinjaman dana
di kantor BFI Finance Parepare, dan terdakwa mengakui telah menandatangani
akta jaminan fidusia dan sertifikat jaminan fidusia. Dengan jumlah jaminan
fidusia sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah). Dan jumlah
angsurannya sebesar Rp 1.757.500,00 (satu juta tujuh ratus Lima puluh tujuh

lima ratus rupiah) setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan.

Namun terdakwa hanya membayar angsuran selama 4 (empat) kali, dan
mobil yang menjadi barang jaminan fidusia dipindahtangankan ke seseorang
yang bernama Wawan yang dimana dia yang akan melanjutkan angsuran
tersebut, tetapi Wawan tidak melakukan pembayaran tersebut ke kantor BFI
Finance Parepare dan kondisi mobil saat ini yang tidak diketahui
keberadaannya. Sedangkan terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp
7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Wawan. Terdakwa juga tidak pernah
meminta izin kepada kantor BFI Finance Parepare untuk memindahkan barang

jaminan fidusia kepada orang lain.

Dari keterangan terdakwa diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwah
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telah mengakui perbuatannya dengan mengatakan tidak pernah meminta izin
secara tertulis kepada kantor BFI Finance Parepare untuk memindahtangankan
1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry yang merupakan objek jaminannya

kepada orang lain.

Berdasarkan adanya pengajuan alat bukti dihadapan sidang tentunya
dapat lebih memperjelas fakta persidangan terkait benar tidaknya seseorang
terbukti melakukan tindak pidana, sehingga pada putusan Nomor
85/Pid.Sus/2021/PN.Pre, penuntut dalam hal ini mengajukan beberapa barang
bukti  yang kemudian dapat membuktikan adanya perbuatan terdakwa
sebagaimana yang telah didakwakan kepada terdakwa atas nama Sudirman

alias Sudi bin Ismail.

Hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan
(Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa
melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang
dilakukan.

Atas barang bukti terdakwah telah didakwa oleh penuntut umum dengan
dakwaan yang bebentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan
fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua
sebagaimana di atur dalam Pasal 36 Undang-undang Rl Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia, yang terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Pemberi Fidusia;

Maksud dengan unsur “pemberi fidusia” adalah orang perseorangan atau
korporasi pemiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang berdasarkan alat
bukti berupa akta jaminan fidusia dariterdakwa saudara Sudirman alias Sudi bin
Ismail yang sebagi piahak pertama (pemberi fidusia) dan saudari Sapta yang
merupakan seorang wanita yang bertindak atas nama kantor BFI Finance Parepare,
sebagai pihak kedua (penerima fidusia) dan alat bukiti laianya berupa sertifikat
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jaminan fidusia yang di sebutkan oleh terdakwa. Penutut umum menetapkan
Sudirman sebagai terdakwa dengan alasan dalam surat dakwaan tidak ada orang lain
yang diajukan sebagai terdakwa serta Sudirman (terdakwa) juga mengakui

idintitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan.

Berdasarkan barang bukti surat berupa Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat
Jaminan Fidusia dihubungkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan,
Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia dengan

demikian unsur Pemberi Fidusia telah terpenuhimenurut hukum.

2. Unsur Yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi
objek jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2)

Pengertian dan penerapan sub-unsur “mengalihkan, menggadaikan atau
menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia”, dalam hal ini pun bersifat
alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam
rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja
dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan
terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau
dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam

rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi.

Maksud mengalihkan adalah memalingkan, membelokkan, mengosongkan,
memindahkan, menggantikan, menggerakkan, menggeserkan, mengoper, mengubah,
mentransfer, menukarkan, menyesarkan, menyilih, menyurihkan percakapan.
Menggadaikan adalah menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Menyewakan

adalah memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa.

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud
maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang
tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan

pemberi fidusia, sebagai tanggungan bagi pelunasan utang tertentu, yang
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memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor
lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan objek jaminan fidusia adalah benda yang

menjadi jaminan fidusia;

Sesuai fakta hukum dipersidangan pada tanggal 10 Mei 2019 bertempat di
kantor PT.BFI Finance Parepare yang berada dijalan Sultan Hasanuddin No. 01 Kel.
Ujung Sabbang, Kec. Ujung, Kota Parepare Terdakwa mengambil pinjaman dana di
PT.BFI Finance Parepare untuk membeli 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry
standar 1,5 PU warna hitam Nomor Pol DP 8815 Ac. Dan terdakwa telah mengetahui
dan menandatangani akta jaminan fidusia dan sertifikat, dengan nilai jaminan sebesar
Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupah) dan jumlah angsurannya sebesar
Rp 1.757.500,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh lima ratus rupiah) stiap

bulannya selama 36 bulan, namun terdakwa baru membayar empat kali.

Pada hari da tnggal yang sudah tidak diketahui pada bulan Juli 2019 di
parepare terdakwa telah memindahtangankan benda jaminan fidusia yang berupa satu
unit mobil kepada sesorang yang bernama Wawan dengan uang muka sejumlah Rp
7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan syarat Wawan yang akan melanjutkan sisa
angsurannya, tetapi Wawan tidak melanjutkan angsuranya ke kantor BFI Finance
Parepare dan mobil tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya. Dan Sudirman
(terdakwa ) tidak pernameminta izin ke kantor BFI Finance untuk memindah mobil

tersebut.

Sesuai uraian fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat perbuatan
Terdakwa lebih tepat dan sesuai dengan frase “mengalihkan” oleh karena setelah
Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry standar 1,5 PU warna
hitam Nomor Pol DP 8815 Ac, rdakwa sempat memakainya terlebih dahulu dan
Terdakwa juga membayar uang angsuran selama 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa
mengalihkan atau memindah tangankan mobil tersebut kepada saudara Wawan
dengan syarat saudara Wawan melanjutkan membayar sisa angsuran mobil tersebut,

namun pada kenyataannya setelah mobil tersebut dialihkan kepada Sdr. Wawan, sisa
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angsuran mobil tersebut tidak pernah dibayarkan. Selanjutnya majelis hakim akan
mempertimbangkan apakah 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry stan dar 1,5 PU

warna hitam Nomor Pol DP 8815 Ac merupakan objek jaminan fidusia?

Berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Akta
Jaminan Fidusia disebutkan bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry standar
1,5 PU warna hitam Nomor Pol DP 8815 Ac merupakan Objek Jaminan Fidusia
sedangkan Sudirman Alias Sudi Bin Ismail (Terdakwa) sebagai Pemberi Fidusia dan

PT. BFI Finance Parepare sebagai Penerima Fidusia;

Sesuai uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur
Mengalihkan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2), telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima

Fidusia

Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang
mempunyai piutang yang pembayaranya dijamin dengan jaminan fidusia. Yang
dimaksud dengan Penerima Fidusia dalam perkara iniberdasarkan barang bukti
berupa Akta Jaminan Fidusia adalah Sdr. Sapta Wanita bertindak untuk dan atas
nama PT. BFI Finance Parepare, sebagai Penerima Fidusia dan Sertifikat Jaminan
Fidusia juga disebutkan PT. BFI Finance Parepare sebagai Penerima Fidusia.
Berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada
unsur sebelumnya diketahui bahwa terdakwa pada saat mengalihkan atau
memindahtangankan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry standar 1,5 PU warna
hitam Nomor Pol DP 8815 Ackepada Sdr. Wawan tanpa seizin dan sepengetahuan

dari pihak PT. BFI Finance Parepare.

Sesuai uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pada saat
Terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry standar 1,5 PU
warna hitam Nomor Pol DP 8815 Ac kepada Sdr. Wawan, dilakukan terdakwa tanpa

persetujuan tertulis dari PT. BFI Finance Parepare selaku penerima fidusia, sehingga
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dengan demikian unsur yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu
dari penerima Fidusia telah terpenuhi menurut hukum. Oleh karena semua unsur
dari Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
meyakin kan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif
kedua

Sesuai dengan pasal 36 Undang-undang Rl Nomor 42 Tahun 1999 tentang
jaminan fidusia, disebutkan bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa juga
harus dijatuhi pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah), oleh karenanya selain menjatuhkan pidana penjara majelis hakim juga akan
menjatuhkan pidana denda. Terhadap permohonan terdakwa sebagaimana dalam
pembelaannya, majelis hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan
memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa. Dalam
persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan
pertanggungjawaban pid ana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,
maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena
terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi
pidana. Perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka
masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan
terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat,
Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

- Terdakwa belum pernah dihukum

Oleh karena itu terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk
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membayar biaya perkara. Memperhatikan, Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42
Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang

bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia
seusai dengan ketentua pidananya dalam pasal 35 yang menyatakan bahwa “Setiap
orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan
cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan,yang jika hal tersebut
diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, di
pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)
tahu dengan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Sesuai putusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan, maka terdakwa secara
hukum telah sah di pidana, disebabkan dalam pembuktian terdakwa, penuntut umum
telah mengajukan beberapa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara
berurut yakni, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti untuk
memperkuat dakwaan pada saat terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam
pembuktian dakwaannya.

Pada wawancara terhadap hakim pengadilan negeri parepare ibu Rini Ariani
Said, SH.,M.H menjelaskan bahwa

“Dalam memberikan sanksi itu bisa di lihat dari ancaman pidananya
setiap pasal tapi untuk fidusia sendiri biasanya memang dijatuhka pidana
penjara. Tapi pertahun 2024 ini ada keluar perma baru yaitu perma satu tahun
2024 tentang restoratif justic, seagaimana sudah diterapkan oleh beberapa
pengadilan itu di utamakan pengembalian pemulihan keadaan dan pelaku,
korban, dan siapa-siapa yang terlibat, nah kalau selama salah satu syaratnya
itu kalau ada dibawah 5 (lima) tahun ancaman pidananya yah selama itu bisa
diterapkan majel;is hakim akan memcoba menerapkan restoratif justice
terlebih dahulu”.

Jadi yang bisa saya simpulkan dari wawancara diatas bahwa dalam perkara

fidusia biasanya memang hukumannya penjara, tetatpi di tahun ini ada keluar perma
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baru yaitu perma no. 1 tahun 2024 tentang restoratif justice yang dimana restoratif
justice ini merupakan pengembalia pemulihan keadaan termasuk korban, pelaku ,
serta masyarakat dengan tujuan memperbaiki kerugian yang di timbulkan oleh

tindakan kriminal, bukan hanya menghukum pelaku.

Ibu Rini Ariani Said,S.H.,MH selaku hakim pengadilan negeri Parepare
yang kemudian juga kemudian juga menuturkan kepada peneliti mengenai berapa
lama proses peradilan hingga dijatuhkan putusan sesuai dengan putusan hakim,
yaikni

“ Jadi aturan kita maksimal itu untuk tingkat pertamanya itu tidak

lebih dari 5 (lima) bulan jadi itu adalah patokan kami, setiap perkara itu di

Pengadilan Parepare untuk perkara pidana itu pasti di bawah 5 (lima) bulan.”
Ucapnya.

Beliau yakni Ibu Rini Ariani Said, S.H., MH. pun lanjut menuturkan bahwa
menurut beliau pribadi terkait hukuman berupa pidana itu melihat ke tujuan dari
pemidanaan itu sendiri, ungkapnya bahwa

“Selama ini untuk warga masyarakat Indonesia khususnya Parepare
itu yang paling memberi efek jera adalah penjara, begitu pun yang Kkita
harapkan walaupun berdasarka penelitian kalau hukum penjara itu tidak lagi
efektif, namun efek jera yang paling terlihat dan yang bisa dirasakan tidak
hanya untuk hal pribadinya tapi juga untuk masyarakat luas bahwa ‘jangan

lakukan tindak pidana itu nanti kalian masuk penjara’ itu memang kalimat
yang paling efek dalam hukum”.

Hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa warga masyarakat
Indonesia terkhususnya warga masyarakat Parepare bahwa yang paling
memeberikan efek jera kepada masyarakat ialah penjara karena hukuman penjara

memang hal yang paling terlihat dan bisa dirasakan oleh pelaku tindak pidana.

Pada kasus studi putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/Pn.Pre terdakwa sudirman
alias Sudi bin Ismail sesuai dengan putusan majelis hakim memperhatikan pasal 36
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan Undang-
Undang yahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-
uandangan lain yang bersangkutan. Bahwa dalam pertimbangan hakim menjatuhkan
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pidana kepada terdakwah dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan
denda sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
yang diberikan tidak di bayar maka akan di ganti dengan kurungan selama 1 (satu)

bulan.
2. Pertimbangan non yuridis

Pertimbangan non yuridis merupakan satu hal yang penting untuk di perhatikan
olen majelis hakim sebelum memutus suatu perkara. pertimbangan non yuridis
didasarkan pada faktor dampak perbuatan tergugat, ada atau tidaknya upaya
perdamaian dari tergugat, apa yang melatarbelakangi tergugat wanprestasi dan
kondisi diri tergugat. Dalam mengupayakan perdamaian penggugat sudah beritikad
baik untuk berdamai tetapi tergugat menolak dengan mengabaikan surat peringatan
yang diberikan penggugat. Terhadap nilai ganti rugi yang didalilkan oleh penggugat
dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 1131 KUHPerdata yang menegaskan
bahwa segala kebendaan debitur baik yang ada maupun yang akan ada baik yang
bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang

yang di buatnya.5*

Fidusia dapat terjadi karena adanya perjanjian pinjam meminjam uang (utang
piutang). Hal ini mengharuskan debitor sebagai penerima fasilitas pembiayaan
memindahkan hak atas suatu obyek benda yang dimilikinya untuk meyakinkan
bahwa dirinya akan melaksanakan pembayaran utangnya kepada kreditor.
Sebenarnya obyek jaminan tersebut hanya untuk mengantisipasi apabila debitor tidak
sanggup melunasi hutangnya kepada kreditor.%?

Permasalahan yang sering muncul didalam masyarakat terutama pemberi

jaminan fidusia terkadang tidak mengetahui adanya aturan larangan pengalihan

61 Yulyanti, S., and Tami Rusli. "Tinjauan Yuridis Mengenai Perbuatan Melawan Hukum
Terhadap Perlindungan Konsumen Adanya Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan
(Studi Putusan Nomor 103/Pdt. G/2023/PN Tjk)." Jurnal Pro Justitia (JPJ) 5.2 (2024).

62 Prasetya, T., & Jafar, M. Akibat Hukum Pelanggaran Ketentuan Dalam Pendaftaran
Sertifikat Jaminan Fidusia.
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benda jaminan tanpa persetujuan kreditornya, hal ini dikarenakan pihak kreditor
terkadang tidak memberikan pemahaman kepada debitor tentang aturan/ketentuan
yang berlaku dalam perjanjian bahkan bentuk perjanjian kredit antara kreditor
dengan debitor dibuat dalam bentuk baku. Sehingga debitor sifatnya hanya
manandatangani saja tanpa mengetahui tentang makna dari isi perjanjian kredit
tersebut melainkan debitor hanya memahami tentang ketentuan perjanjian kredit
dalam kehidupan sehari-harinya. Adapun permasalahan lain yang muncul terhadap
peralihan jaminan fidusia seperti adanya faktor sengaja yaitu adanya unsur

kesengajaan dari pemberi fidusia atau Debitor mengalihkan kepada pihak lain.%

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan
Fidusia, menyatakan pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau
menyewakan kepada pihak lain benda menjadi objek jaminan fidusia yang tidak
merupakan persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dahulu dari penerima
fidusia. Selain dari pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (2)
UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, juga diatur
mengenai sanksi pidana yaitu terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mempertegas kembali larangan pengalihan
benda yang menjadi objek jaminan fidusia, pemberi fidusia yang mengalihkan,
menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia
sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).%*

Keadaan-keadaan yang menggolongkan sebagai keadaan non yuridis seperti

faktor dari terdakwa, maksudnya ialah dari latar belakang terdakwa, mengenai faktor

8 Yulyanti, S., and Tami Rusli. "Tinjauan Yuridis Mengenai Perbuatan Melawan Hukum
Terhadap Perlindungan Konsumen Adanya Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan
(Studi Putusan Nomor 103/Pdt. G/2023/PN Tjk)." Jurnal Pro Justitia (JPJ) 5.2 (2024).

4Yulyanti, S., and Tami Rusli. "Tinjauan Yuridis Mengenai Perbuatan Melawan Hukum
Terhadap Perlindungan Konsumen Adanya Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan
(Studi Putusan Nomor 103/Pdt. G/2023/PN Tjk)." Jurnal Pro Justitia (JPJ) 5.2 (2024).
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psikologis maupu faktor ekonomi.

Faktor psikologis nantinya menjadi bahan pertimbangan hakim, tidak lain
karena pertimbangan tersebut lebih mendekatkan putusannya pada keadilan dan
kemanfaatan. Hakim dalam pertimbangannya dapat menyimpulkan jika perbutan
tersebut sudah keterlaluan atau dapat merugukan masyarakat. Dan selain itu Faktor
ekonomi juga merupakan salah satu keadaan non-yuridis yang sering
dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil keputusan, terutama dalam kasus-
kasus yang melibatkan kewajiban finansial, pembagian harta, atau bahkan keputusan
dalam perkara pidana dan perdata. Meskipun keputusan hukum seharusnya
berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, faktor ekonomi bisa
mempengaruhi keputusan untuk memastikan keadilan dan kenyamanan para pihak,

serta mempertimbangkan kapasitas atau kesulitan ekonomi mereka.

Di dalam pemidanaan salah satunya dapat berupa pemidanaan bersyarat,
menurut A,Hamzahdan Siti Rahayu yang dimaksud pemidanaan bersyarat ini ialah:

“Untuk memberi ksempatan kepada terpidana agar suapaya dalam tempo
percobaan itu ia memperbaiki dirinya denga jalan menahan diri tidak akan berbuat
suatu tindak pidana lagi atau tidak melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan
oleh Hakim kepadanya, dengan pengharapan jika ia lulus dalam ujian itu, maka
pidana yang telah dijatuhkan kepadanya tidak akan jadi  dijalankan  buat

selama-lamanya.”®®

Pidana bersyarat yaitu pemberian pidana kepada seseorang yang telah
terbukti bersalah oleh Hakim, akan tetapi tidak dilaksanakan secara langsung atau
dengan kata lain pidana tersebut ada dan pasti, tetapi ditunda pelaksanaanya
sampai syarat-syarat yang ditentukan olen Hakim dilanggar oleh terpidana. Akan
tetapi kalau syarat-syarat yang dibebankandapat ditaati maka pelaksanaan pidana itu
sendiri tidak akan dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tetapi

85 Andi Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Akademika Pressindo,
Jakarta, Cet. I, h. 40-41
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dikembalikan kepada masyarakat atau keluarga dengan diwajibkan untuk dapat
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Hakim dalam keputusan.

Apabila ditinjau secara yuridis formal pengertian pidana bersyarat terdapat dari
isi rumusan Pasal 14a ayat (1) KUHP yang menggariskan bahwa pidana bersyarat

adalah:

“Apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun
kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat
memerintahkannya pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari
ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena melakukan suatu
perbuatan pidana sebelum masa percobaan, yang ditentukan dalam perintah tersebut
di atas habis atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat

khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu”.

Peneliti menganalis pada amar putusan hakim adalah telah tepat dan juga
sesuai dengan unsur-unsur dan syarat tindak pidana yang disangkakan oleh penyidik
polri dan jaksa penuntut umum kepada terdakwa dengan fakta yuridis dan alat bukti
permulaan yang termaktub dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang
KUHAP, Pasal 184 KUHAP, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melawan
hukum dan melanggar hukum berdasarkan putusan tersebut.

Adapun berdasarkan putusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan, maka
tedakawa secara hukum telah sah di pidana, dan mengakui kesalahannya disebabkan
dalam pembuktian terdakwa, peuntut umum telah mengajukan beberapa fakta-fakta
yang terungkap dalam persidangan secara berurut yakni, keterangan saksi,
keterangan terdakwa, dan alat bukti untuk memperkuat dakwaan pada saat terdakwa

dihadapkan dipersidangan dalam pembuktian dakwaannya.

B. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Terhadap Jaminan Fidusia Dalam
Perspektif Ugubah Al-Islamiah
Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum
yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan
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dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi
pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.

Pada dasarnya kepada seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan
suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana
atau sanksi. Berdasarkan Pasal 10 KUHP jenis hukuman pidana dibagi menjadi

dua, yaitu:

1. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana
kurungan, pidana denda, pidana tutupan;
2. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan

barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Berdasar pada kesepakatan para ulama bahwa segala ketentuan terkait
hukum bersumber dari Allah SWT., yang dengan demikian itu bersumber dari-
Nya, baik hukum yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui
wahyu, ataupun dengan ijtihad para mujtahid dengan menggunakan berbagai jenis
istinbath untuk menemukan perumusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan.
Adapun sumber hukum Islam ada beberapa pendapat dikalangan ulama yang pada
intinya terkait sumber hukum Islam yakni berasal dari Al-Qur’an dan Al-Hadits,
serta pendapat lain yang juga berpendapat bahwa /jma’ dan Qiyas juga merupakan

sumber pengambilan hukum islam terhadap suatu permasalahan.%®

Permasalahan ini berupa suatu perbuatan yang sering terjadi dalam setiap
zaman, permasalahan yang menyangkut pada jiwa ,maupun harta. Permasalahan
yang sejatinya memerlukan suatu tindakan hukum sebagai ganjaran atas suatu
perbuatan yang dilakukan, ganjaran tersebut berupa hukuman yang dimana
merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dalam bahasa Arab
disebut ‘uqubah. ‘Ugubah secara umum merujuk pada hukuman atau sanksi yang
diberikan kepada pelaku pelanggar hukum. Dalam konteks islam istilah ini

®Nindya Rayanda Putri, “Analisis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku
Deelneming Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam.” (UIN Ar-Raniry, 2021). h. 26.
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seringkali dihubungkan dengan penerapan hukum syariah, hukuman khusus yang
telah ditetapkan dalam hukum islam. Dalam konsep hukum islam merujuk pada
tindakan atau perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap syariat
hukum vyaitu biasa disebut dengan jarimah yang berarti secara umum adalah
kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang
bertentangan dengan hukum islam. jarimah mengacu kepada perumusan
perbuatan pidana yang dapat juga dilakukan secara massal menurut hukum Islam.
Jarimah mengandung arti suatu perbuatan buruk, dosa, baik dalam bentuk,
macam, atau jenis, serta sifat dari perbuatan dosa tersebut.®” Adapun bentuk-
bentuk jarimah terbagi menjadi tiga, yakni.

1. Jarimah Hudud

lalah suatu jarimah yang bentuknya telah ditentukan oleh syara’ sehingga
telah ada batasan untuk jumlahnya, bentuknya ditentukan secara jelas baik
dalam Al-Qur’an maupun As-Sunnah. Perbuatan yang tergolong dalam
jarimah hudud yakni; zina, tuduhan berzina (gadzaf), pencurian (sarigah),
minum khamr, perampokan pemberontakan (al-baghyu), dan murtad (ridlah).

Secara bahasa hudud merupakan bentuk plural dari kata had yang berarti
al-man’u yaitu larangan atau pencegahan, adapun secara istilah dalam al-
mu jam al- wasith, hudud bermakna sanksi yang telah ditentukan dan wajib
dibebankan kepada pelaku tindak pidana.

Sementara Butrus al-Busthani dalam Muhith al-Muhith mendefinisikan
huddd sebagai sanksi yang telah ditentukan dan wajib dilaksanakan secara
benar karena Allah. Sanksi hukum ini disebut dengan hadd karena dapat
mencegah pelaku dari kegiatan dosa rutin. Batas yang dapat membedakan
benda-benda tidak bergerak dari benda-benda lain yang juga tidak bergerak
seperti dinding dan tanah-tanah.

67 Ariyadi Ariyadi, “Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum
Islam,” Jurnal Hadratul Madaniyah 6, no. 1 (2019):h. 46-47.
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Pada perkembangannya kemudian, istilah huddd digunakan untuk
menyebut pengertian “pidana”, khususnya yang berkaitan dengan bentuk-
bentuk kejahatan yang dijelaskan secara rinci di dalam al- Qur’an dan al-
Sunnah.

Sedangkan bentuk-bentuk kejahatan yang diancam dengan pidana huddd
ini disebut dengan jarimah al-hadd (kejahatan yang ada ketentuan hadd-nya).

Hukum pidana Islam, telah menentukan bahwa bentuk pidana terhadap
perbuatan-perbuatan kriminal yang masuk dalam kategori pidana huddd
jumlahnya ada tujuh pidana: membunuh, minum-minuman keras
(memabukkan), mencuri, perampokan, berzina, menuduh orang lain berzina,
dan murtad. Selain dari pidana gishash, yang merupakan pidana untuk
pembunuhan atau melukai seseorang, semua pelanggaran pidana yang lainnya
masuk dalam kategori pidana ta'zir.

Walaupun mayoritas ulama sepakat dengan pembagian seperti ini hamun
tidak berarti tidak ada ulama-ulama minoritas yang berpendapat lain tentang
kategori pidana hud(d.®®

Huddd dalam konteks hadits ini identik dengan ‘uqlbah. Perintah
pengurangan bahkan pemaafan ditujukan kepada para pemimpin (hakim) yang
berhak menjatuhkan sanksi dan pembinaan bagi manusia pelaku kejahatan.
Adapun yang dimaksud dengan al-atsarat dalam hadits ini menunjukkan
perintah pada wilayah ta’zir untuk meniadakan atau menghilangkan hak-hak
Allah. Terkait hadits ini terkait dengan makna huddd identik dengan jarimah
adalah penjelasan ‘Abd al-Ra’(f al-Manawi yang mengatakan: “Ringankanlah
hukuman bagi orang yang mempunyai problem hukum kecuali dalam bidang
hudud. Maka jika terdapat ampunan dari korban, dapat menggugurkan jarimah
jika telah jelas”.

%8 Junaidi Abdillah, “Diskursus Hudud Dalam Studi Hukum Islam (Melacak Evolusi
Rumusan Hudud),” AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 13, no. 2 (2018): h. 15-16.



53

Bahwasanya hadits tentang minimalisasi hukuman kecuali dalam hudad
bila melalui berbagai kajian dan pertimbangan. Terdapat hadits lain yang
secara gamblang membicarakan huddd yang dilekatkan dengan kajian tindak
pidana (jarimah) dan hukuman (‘ugiibat).

. Jarimah gishash atau diyat

Jarimah gishash atau diyat inipun telah ditentukan jenis maupun kadar
hukumannya, dimana hukumannya terbatas hanya satu setiap jarimah. Dimana
gishash juga merupakan suatu hukuman pokok pada tindak pidana yang
menyangkut jiwa dan anggota tubuh yang dilakukan dengan sengaja seperti
membunuh, melukai, penghilangan anggota tubuh secara sengaja.

Jarimah qisas adalah segala bentuk kejahatan yang berkaitan dengan
nyawa, fisik dan diancam sanksi pidana sebanding dengan perbuatannya
sedangkan diyat (ganti rugi) adalah kompensasi atas pemaafan yang diberikan
olen pelaku kepada korban atau keluarga korban atas kejahatan yang
dilakukannya seperti pembunuhan atau penganiayaan.

Jarimah gisas-diyat adalah tindak pidana yang telah ditetapkan batasan
sanksinya, tidak ada batasan terendah atapun batasan tertinggi. Perbuatan
pidana yang diberi sanksi gisas-diyat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Pembunuhan sengaja (al-gatlu al-amd atau murder),

2. Pembunuhan semi sengaja (syibhul ‘arad atau voluntary killing),

3. Pembunuhan tidak disengaja (al-gatlu al-khata’ atau involuntary

killing),

4. Pelukaan atau menghilangkan anggota badan atau fungsi anggota
badan orang lain yang dilakukan dengan sengaja (jarh al-amd atau
intentional physical injury),

5. Pelukaan tidak sengaja (jarh al-khata’ atau unintentional physical
injury).

Menurut H.M.K. Bakry dalam bukunya “kitab Jinayat (Hukum Pidana

Islam) qisas adalah pembalasan yang sebanding dengan perbuatan
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pembunuhan atau melukai atau merusakkan anggota badan atau
menghilangkan manfaatnya sesuai dengan pelanggaran yang dibuatnya.

Qishash bisa juga diartikan sebagai hukuman yang berupa pembalasan
yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang terhadap
tubuh dan jiwa secara sengaja.

Sedangkan yang dimaksud dengan diyat adalah ganti kerugian yang
diberikan kepada korban atau keluarganya setelah mendapat putusan hakim.
Meskipun bersifat hukuman, diyat merupakan harta yang diberikan pada
keluarga korban bukan pemerintah. Sanksi diyat lebih mirip ganti rugi.
Apalagi jumlahnya beragam berdasarkan perbedaan kerugian materil yang
dialami dan berdasarkan perbedaan kesengajaan atau tidaknya sebuah delik.

Jarimah qisas-diyat adalah hukuman yang berupa pembalasan yang
setimpal atau pembayaran ganti rugi atas tindak pidana terhadap tubuh dan
jiwa. Hukuman qisas-diyat bagi orang yang menghilangkan nyawa atau
melukai orang lain yang bukan hak adalah sebagai bukti bahwa Islam begitu
membela dan peduli terhadap keselamatan jiwa seseorang.

Adanya hukuman yang berat dan sebanding dengan perbuatan pelaku
tersebut, membuat orang untuk mempertimbangkan beberapa kali ketika
hendak melakukan kejahatan terhadap tubuh dan jiwa orang lain, baik yang
disebabkan dendam ataupun karena motif lainnya. Pada dasarnya sanksi dalam
Islam seperti gisas dan diyat menunjukkan bahwasanya perbuatan membunuh
dan menganiaya sebagai perbuatan yang tidak adil, sehingga dengan demikian,
siapapun yang melakukan perbuatan tersebut harus mempertanggung
jawabkannya di depan hukum.

Hal tersebut sesuai dengan tujuan pokok pemidanaan dalam syariat Islam
yaitu pencegahan serta balasan (ar-raduwaz-zahru), perbaikan dan pengajaran
(al-islahwat-tahdzib). Selanjutnya sanksi diyat yang diberikan kepada pelaku
setelah terjadi negoisasi antara pelaku dengan keluarga korban yang berakhir

pada pemberian maaf oleh keluarga korban kepada pelaku, sebagai bukti
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bahwa islam sangat memperhatikan hak kebebasan pelaku agar tidak
mendapatkan sanksi gisas dengan maksud agar si pelaku mempunyai
kesempatan untuk bertobat dan tidak megulangi lagi kejahatannya.

Adanya diyat keluarga korban tidak lagi mendapat tekanan psikis
dikarenakan matinya keluarganya yang selama ini mungkin menjadi tulang
punggung keluarga. Sanksi diyat menjadi solusi bagi kelangsungan hidup
keluarga korban setelah kematian salah tulang punggung keluarga yang
terbunuh. Selama ini sanksi tindak pidana penganiayaan atau tindak pidana
pembunuhan dalam hukum pidana nasional ditujukan kepada pelaku dengan
maksud untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat berdasarkan KUHP yang
ada, namun belum mampu memenuhi rasa keadilan yang dirasakan keluarga
korban. Sebab sanksi pidana penjara atau pidana mati yang diberikan kepada
pelaku tidak memberikan jaminan kelangsungan hidup kepada keluarga
korban, apalagi jika yang terbunuh adalah tulang punggung keluarga.®®

Hukum pidana nasional tidak mengatur tentang jaminan kelangsungan
hidup korban atau keluarga korban penganiayaan atau pembunuhan.

3. Jarimah Ta zir

Ta’zir menurut bahasa berarti memberi pengajaran (at- fa’dib), dimana
dalam figih jinayah, Ta’zir itu sendiri merupakan bentuk hukuman berupa
sanksi yang ditentukan oleh penguasa. Jenis tindak pidananya pun tidak secara
tegas diatur oleh Al-Qur’an atau hadits dimana aturan, jenis, dan juga
pelaksaanaannya ditentukan oleh penguasa dimana tindak pidana itu
dilakukan. Bentuk jarimah ini tidak terbatas.’”®

Berdasarkan penjelasan terkait bentuk jarimah diatas dimana tindak pidana
jaminan fidusia yang dapat digolongkan pada jarimah yang dimana dapat

dikenai hukuman berupa Ta’zir. Pad  a hukum fa’zir itu sendiri merupaan

8 Noercholish Rafid, “Nilai Keadilan Dan Nilai Kemanfaatan Pada Jarimah Qisas Dan Diyat
Dalam Hukum Pidana Islam,” Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 1, no. 1 (2022): 8-14.
Nurul Irfan, Figh Jinayah (Amzah, 2022). h. 4.
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hukuman yang bertujuan untuk mencegah kejahatan dari upaya melakukan
kejahatan setelahnya, serta membentuk kehidupan yang baik bagi seseorang
agar tidak melakukan kesalahan berulang. Adapun Jarimah ta zir dibagi dalam
beberapa bagian berupa:

Pertama, ta zir atas perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat yang dimaksud
dapat berupa:

1) maksiat yang dikenai hudud dan terkadang juga kafarat.

2) maksiat yang dikenai kafarat, namun tidak dikenai hudud.

3) maksiat yang tidak dikenai hudud maupun kafarat.

Kedua, fa’zir demi mewujudkan kemaslahatan umum. 7« zir dalam
kategori ini ditujukan bukan kepada tindakan yang berupa maksiat, namun
lebih kepada tindakan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, jadi karena
sifat dari perbuatan tersebut, bukan dari zatnya. Ta’zir semacam ini dapat
berupa tindakan yang menyentuh kemaslahatan umum atau
mengganggunya.

Ketiga, ra’zir yang ditujukan kepada pelanggaran-pelanggaran tertentu.
Pelanggaran yang dimaksud adalah dapat berupa melakukan hal-hal yang
makruh maupun meninggalkan perkara sunah lebih-lebih yang menyentuh
kemaslahatan umum.

Adapun hukuman yang disediakan untuk jarimah tazir terdapat
beberapa macam yang secara garis besar dibedakan dalam tiga bentuk berupa:

1) Hukuman pada badan, hukuman ini dapat berbentuk jilid(cambukan),

atau bahkan sampai pada hukuman mati.

2) Hukuman pada kemerdekaan, hukuman ini dapat berbentuk penjara

maupun pengasingan.

3) Hukuman pada harta, hukuman ini dapat dilakukan dengan menahan

maupun merampas harta tertentu bila memang diperlukan untuk
kemaslahatan.

Perbuatan jarimah tersebut juga dapat diartikan tidak secara jelas diatur
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dalam Al-Qur’an maupun Hadits menyangkut bentuk dan juga kadar
hukumannya melainkan berdasar pada putusan penguasa (Ulil Amri) baik
pentuan maupun pelaksanaanya.

Islam itu sendiri ikut serta dalam melakukan suatu perbuatan pidana
seperti halnya pelanggaran jaminan fidusia merupakan suatu perbuatan yang
sejatinya telah dilarang oleh Allah SWT.,

Sebagaimana Al-Qur’an Surah An-Nisa’ ayat 282

> - &

35 al 5 Ge 53155 (385 & W) il R0 280 5al 138G ¥ 1 3l ot il
Ya L) A& 8 ) &) Bakiadi 3R Y g

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan
janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang
kepadamu.’*

Sebagaimana makna yang terkandung dalam ayat diatas yakni janganlah
kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil" mengandung makna
larangan untuk mengambil atau memanfaatkan harta orang lain dengan cara
yang tidak sah atau tidak adil. Ini mencakup segala bentuk tindakan penipuan,
pencurian, perampokan, atau perjanjian yang tidak sesuai dengan prinsip
keadilan. Dalam konteks jaminan fidusia misalnya, ayat ini mengingatkan agar
pihak debitur tidak menyalahgunakan atau mengalihkan barang jaminan tanpa
persetujuan pihak kreditor, karena hal tersebut adalah bentuk pengambilan
harta orang lain secara batil.

Turut serta dalam berbuat tindak pidana (jarimah) dalam istilah hukum
pidana Islam disebut dengan isytirak fii al-jarimah, yang berarti perbuatan
yang dilakukan oleh dua orang atau lebih baik secara langsung maupun tidak

langsung yang menyebabkan terjadinya suatu jarimah. Perbuatan turut serta

"1 Surah An-Nisa' - 1-176 - Quran.com
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dalam jarimah ini dapat terjadi dengan atau tanpa adanya kehendak ataupun
menghendaki hasil dari tindak pidana yang dimaksud.

Jarimah ada kalanya dilakukan atau diperbuat seorang diri ataupun ada
kalanya dilakukan oleh beberapa orang. Dimana keturut sertaan dalam berbuat
jarimah ini terbagi menjadi dua yakni turut berbuat jarimah langsung dan turut
berbuat jarimah secara tidak langsung.

a. Turut serta secara langsung
Turut serta secara langsung disebut sebagai (isytirak mubasyir), hal
ini merupakan terjadinya suatu jarimah yang melibatkan lebih dari satu
individu baik dalam pelaksanaannya itu sebagian maupun sebagian yang
belum selesai.
b. Turut serta secara tidak langsung
Turut serta secara tidak langsung atau yang disebut sebagai (isytirak
ghairul mubasyir/ isytirak bit-tasabbubi) yakni setiap orang yang
mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu
perbuatan jarimah baik berupa menyuruh atau menghasut, memberi

bantuan, dalam kesengajaan dan persepakatan.

Akibat hukum terhadap seseorang yang terlibat atau yang turut serta
dalam suatu tindak pidana jaminan fidusia tentunya akan disesuaikan
dengan peran dan syarat-syarat yang diterapkan pada masing-masing

pelaku.

Suatu perbuatan dinggap delik (jarimah) bila terpenuhi syarat dan

rukun. Adapun rukun jarimah dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu :

1. Rukun umum

a. Unsur formil (ar-rukn asy-syari) artinya setiap perbuatan tidak

2Pytri, “Analisis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Deelneming Ditinjau

Dari Hukum Pidana Islam." h. 154
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dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana
kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya.

b. Unsur materiil (ar-rukn al-madi) lalah unsur yang menyatakan
bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar
terbukti melakukan sebuah jarimah.

c. Unsur moril (Al-rukn al adabi) lalah unsur yang menyatakan
bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila,
anak dibawah umur, atau sedang berada dibawah ancaman.

2. Unsur khusus

Yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat
pada peristiwa pidana (jarimah) tertentu dan berbeda antara unsur khusus
pada jenis jarimah yang satu dengan jarimah yang lainnya. Sesuatu
perbuatan dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan tersebut

mempunyai unsurunsur/rukun-rukun tadi.

Di dalam hukum pidana islam suatu perbuatan tindak pidana terdapat
beberapa hukuman yang menyertainya. Ketentuan sanksi terhadap pelaku
pidana Fidusia dalam hukum islam memang tidak disebutkan secara jelas
baik dalam al-Qur’an maupun Hadis. Namun bukan berarti pelaku pidana
Fidusia tersebut terlepas dari sebuah hukuman. Sesuai yang dijelaskan
diatas Perbuatan pidana fidusia merupakan jarimah ta’zir karena jelas

perbuatan tersebut dilarang oleh syara’

Menurut hukum Islam (syari’af), jumlah hukuman telah ditetapkan
dalam kasus jarimah hudud dan gishash dimana hukuman tersebut hanya
dikenakan pada pelaku langsung, bukan pada mereka yang terlibat secara
tidak langsung. Oleh karena itu orang-orang yang turut serta dengan
tindakan tidak langsung dapat dikenakan hukuman 7a zir.

Hakim mempunyai kebebasan terhadap seberapa jauh hukuman Ta zir

yang diberikan. Hukuman 7« zir itu sendiri bertujuan untuk memastikan
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keadilan dengan pemberian hukuman yang seadil-adilnya, sesuai dengan
prinsip yang terkandung dalam Al-Qur’an dan sunnah.

Dalam konsep Ta'’zir seorang hakim diharapkan juga mampu
mencerminkan sejauh mana seseorang terlibat dalam sebuah kejahatan dan

sebagai maa mereka akan mempertanggung jawabkan perbuatan mereka.”

Penerapan sanksi dalam hukum Islam sangat bergantung pada jenis
pelanggaran dan prosedur hukum yang berlaku, serta memastikan bahwa
proses pengadilan dilakukan dengan adil dan berdasarkan bukti yang sah.
Untuk hukuman hadd, bukti yang sangat kuat diperlukan untuk
memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan
syariat. Dalam qisas, balasan setimpal diterapkan, dengan opsi bagi
keluarga korban untuk memaafkan atau menerima ganti rugi (diyat).
Sedangkan ta‘zir memungkinkan penguasa atau hakim untuk menjatuhkan
hukuman yang sesuai dengan tingkat pelanggaran dan kebijaksanaan yang
dimiliki.

C. Implikasi Hukum pada Putusan No.85/ Pid.Sus/ 2021/ Pn. Pre

Implikasi adalah suatu konsekuensi, dampak, atau akibat yang timbul sebagai
hasil dari suatu masalah. Dalam konteks skripsi atau penelitian, sesuai dengan
pembahasannya, apa sih implikasi dengan adanya putusan Pn.Pre? dalam putusan
Pn.Pre yang membahas tentang tindak kejahatan pengalihan benda objek jaminan
fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia. Sebagai mana diatur dalam pasal 36
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan

Fidusia

Implikasi dari jaminan fidusia dapat dilihat dari berbagai aspek hukum, sosial,

ekonomi, dan praktis, tergantung pada peran pihak yang terlibat (kreditur dan

3Arifin et al., “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana
Pencurian Motor Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif dan Figh Jinayah."h.1113
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debitur). Secara umum, jaminan fidusia adalah bentuk jaminan yang memberikan

hak kepada kreditur atas suatu barang bergerak yang dimiliki oleh debitur, meskipun

barang tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur.

Mengacu pada hasil penelitian maka dengan adanya putusa dari pengadilan

negeri Parepare tentang pengalihan objek jamian fidusia tanpa persetujuan penrima

fidusia bahwa implikasinya adalah sebagai berikut :™

Pada perjanjian pembiayaan konsumen tersebut terdapat unsur perjanjian

dan unsur jaminan. Yang dimaksud dengan unsur perjanjian dan unsur jaminan

yaitu:

1)

2)

Unsur Perjanjian
Ada 2 (dua) jenis perjanjian yang dibuat dalam pembiayaan konsumen,
yaitu perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian jual beli.
(@) Perjanjian Pembiayaan Konsumen,
Perjanjian yang dibuat antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen (PPK)
dengan Konsumen, yang isinya Perusahaan Pembiayaan Konsumen akan
membayar barang konsumen dan konsumen akan membayar kembali
secara angsuran.
(b) Perjanjian jual beli,
Suatu perjanjian jual beli yang dibuat oleh Penyedia Barang (Pemasok)
dengan konsumen, di mana perusahaan pembiayaan konsumen sanggup
untuk membayar tunai barang konsumen.
Unsur Jaminan
Jaminan dari pembiayaan konsumen hanyalah berupa kepercayaan
terhadap konsumen (debitor), bahwa konsumen dapat dipercaya untuk
membayar angsuran sampai selesai. Di samping itu, barang yang diambil
merupakan jaminan pokok secara fidusia dengan dokumen kepemilikan akan

4 Kurniawan, Drajat Edy “Pengaruh Intensitas Bermain Game Online Terhadap Perilaku

Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling Universitas PGRI Yogyakarta,”
Jurnal Konseling GUSJIGANG 3, no. 1 (2017): h. 101.
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berada pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen sampai angusran
pembayaran telah lunas.

Sehingga dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh
terdakwa S dengan kantor BFI Finance tersebut melahirkan suatu perjanjian
Jaminan Fidusia sebagai perjanjian assesoir yang dibebankan terhadap objek
jaminan tersebut. Konstruksi yuridis terhadap Fidusia ini dilakukan dengan
rekayasa hukum yang disebut “constitutum posessorium” (penyerahan
kepemilikan benda tanpa penyerahan fisik benda sama sekali), hal tersebut
dilakukan melalui tiga fase, yaitu:

1) Fase 1 Perjanjian Obligatoir (Obligatoir Overeenskomst) Dari segi hukum
dan dokumentasi hukum, maka proses jaminan fidusia diawali oleh adanya
suatu perjanjian obligatoir  (obligatoir  overeenskomst). Perjanjian
overeenskomst tersebut berupa perjanjian pinjam uang dengan jaminan
fidusia di antara pihak Pemberi Fidusia (debitor) dengan pihak Penerima
Fidusia (kreditor).

2) Fase 2 Perjanjian Kebendaan (Zakelijke Overeenskomst) Selanjutnya, diikuti
olen suatu perjanjian kebendaan (Zakelijke Overeenskomst). Perjanjian
kebendaan tersebut berupa penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur,
dalam hal ini dilakukan secara constitutum posessorium, yakni penyerahan
hak milik tanpa menyerahkan fisik benda.

3) Fase 3 Perjanjian Pinjam Pakai dalam fase ketiga ini dilakukan perjanjian
pinjam pakai, dalam hal ini benda objek jaminan fidusia yang hak miliknya
sudah berpindah kepada pihak kreditor dipinjampakaikan kepada pihak
debitor, sehingga praktis benda tersebut, setelah diikat dengan jaminan
fidusia tetap saja dikuasai secara fisik oleh pihak debitor.

Sehingga dapat dikatakan dalam konstruksi yuridis rekayasa dalam
perjanjian jaminan fidusia yang lahir mengikuti perjanjian pembiayaan konsumen
antara terdakwa S dan kantor BFI Finance yang diawali dengan perjanjian

pinjam uang dengan jaminan fidusia antara terdakwa s dan kantor BFI Finance,
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lalu selanjutnya diikuti dengan perjanjian kebendaan yang berupa penyerahan
hak milik dari terdakwa S kepada kantor BFI Finance yang dimana dalam hal ini
dilakukan secara constitutum posessorium, lalu diikuti dengan perjanjian pinjam
pakai yang dimana hak miliknya sudah berpindah kepada pihak kantor BFI
Finance lalu dipinjampakaikan kepada terdakwa S sehingga objek jaminan
tersebut diikat dengan jaminan fidusia yang dimana dikuasai secara fisik oleh

terdakwa S.

Ketentuan mengenai pengalihan Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai
dengan Pasal 24 UU Fidusia. Ketentuan mengenai larangan pengalihan objek
jaminan yang tidak merupakan benda persediaan terdapat pada Pasal 23. Berdasarkan
Pasal 23 ayat (1) UU Fidusia:™

“Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,
apabila Penerima Fidusia yang menyetujui Pemberi Fidusia dapat menggunakan,
menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang
menjadi objek jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau
melakukan kompromi atas piutang, bukan berarti bahwa Penerima Fidusia

melepaskan Jaminan Fidusia.”
Berdasarkan Pasal 23 Ayat (2) UU Fidusia:"®

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan
kapada pihak lain Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan
benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima
Fidusia™ .

Pengertian benda persediaan telah dijelaskan pada penjelasan Pasal 23 UU
Fidusia yaitu, misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang

menjadi objek jaminan Fidusia, kepada pihak lain kecuali telah mendapatkan

5 “Indonesia, UU No. 42 Tahun 1999, Ps.23 Ayat (1),” .
76 “Indonesia, UU No. 42 Tahun 1999, Ps.23 Ayat (2).”
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persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.”’Pasal 36 UU Fidusia
menyatakan bahwa Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau
menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan
benda persediaan, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari
Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun dan denda
maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Sehingga karena yang mengalihkan adalah saudara W yang merupakan tema
dari terdakwa S bukan merupakan “Pemberi Fidusia”, maka dengan ini tidak
melanggar mengenai larangan pengalihan tersebut sebagaimana dinyatakan pada
Pasal 23 ayat (2) UU Fidusia, sehingga secara tidak langsung mengenai Pasal 36
yang mengatur pidana mengenai ketentuan pada Pasal 23 ayat (2) UU Fidusia juga

tidak terpenuhi dikarenakan unsur “Pemberi Fidusia” tersebut tidak dipenuhi.

1. Implikasi hukum yang terjadi terhadap debitur

Dalam konteks jaminan fidusia wanprestasi atau pelanggaran perjanjian
digunakan dalam sebagai istilah hukum untuk menggambarkan kegagalan salah satu
pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah di sepakati dalam
sebuah perjanjian. dalam jaminan fidusia wanprestasi sering kali terjadi ketika
debitur gagal memenuhi kewajibannya misalnya tidak membayar utang atau merusak
barang yang dijaminkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian
fidusia.

Wanprestasi adalah belum dipenuhinya prestasi serta lalai disaat melakukan
pemenuhan kewajiban seperti kewajiban debitur kepada kreditur sebagaimana yang
telah disepakati padaisi dari perjanjian Tentunya mengikat para pihak, dengan makna
lain salah satu pihak ada yang dirugikan dan hal tersebut bukan dalam keadaan

memaksa.’®

" “Indonesia, UU No. 42 Tahun 1999, penjelasan Ps.23 Ayat (2).”

8 Sukerta, 1. Made Rai, I. Nyoman Putu Budiartha, and Desak Gde Dwi Arini
“Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Akibat Wanprestasi Karena Dampak Pandemi Covid-19,”
Jurnal Preferensi Hukum 2, no. 2 (2021):h. 326-331.
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Timbulnya wanprestasi dikarenakan adanya suaru perjanjian yang dibuat dari
para pihak, jika dalam hal para pihak melakukan cidera janji atau wanprestasi tidak
dinyatakan adanya suatu perjanjian maka dari itu tidak bias dinyatakan sebagai
wanprestasi melainkan suatu perbuatan melawan hukum, mengingat pada dasarnya
konsep dariwanprestasi tersebut merupakan perbuatan penyimpangan yang dilakukan
oleh pihak tersebut, tentunya dengan keadaan yang tidak memaksa.”

Akibat hukum yang diberlakukan untuk debitur yang dianggap dan terbukti
melakukan wanprestasi adalah berupa hukuman dan sanksi seperti: Menurut Pasal
1234 KUH Perdata yang berlaku untuk semua perikatan debitur harus memberikan
ganti rugi yang diderita kreditur.®

Bertanggung jawab juga me njadi hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan
oleh seorang debitur karena walaupun debitur tetap menguasai barang yang telah di
jaminkan. la tetap bertanggung jawab tetap bertanggung jawab untuk menjaga
barang tersebut dengan baik, jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang, debitur
bisa dianggap melanggar perjanjian fidusia, dan berpotensi harus mengganti
kerugian.

2. Implikasi hukum yang terjadi terhadap kreditur

Mengenai penjaminan, dalam hukum positif Indonesia terdapat berbagai
bentuk peraturan perundang-ndangan yang mengatur atau berkaitan dengan jaminan
yang disebut sebagai hukum jaminan, yang berlaku sebagai ketentuan yang bertujuan
melindungi pihak pihak yang berkepentingan.

Pengamanan kepada kreditor dalam menyalurkan kredit kepada debitor
tersebut salah satunya adalah melalui perjanjian jaminan yang diadakan antara
perusahaan dan debitor.

Adapun kegunaan dari penjaminan dalam pemberian kredit dapat diuraikan

9 Sukerta, 1. Made Rai, I. Nyoman Putu Budiartha.

80 Lestari, Ni Made Mirah Dwi, I. Nyoman Putu Budiartha, and Ni Gusti Ketut Sri “Upaya
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada
Masa Pandemi Covid-19.,” Jurnal Interpretasi Hukum 3, no. 1 (2022): 176-181.
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sebagai berikut:8!

a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditor untuk mendapatkan
pelunasan dari agunan apabila debitor melakukan cidera janji, yaitu untuk
membayar hutangnya kembali pada waktu yang telah ditetapkan dalam
perjanjian.

b. Menjamin agar debitor berperan serta dalam transaksi untuk membiayai
usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya atau
proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya, dapat
dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian
dapat diperkecil.

c. Memberikan dorongan kepada debitor untuk memenuhi janjinya,
khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang
telah disetujui agar debitor dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak
kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan.

8 Ginting, Lilawati. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Akibat
Pembatalan Hak Tanggungan." De Lega Lata: Jurnal llmu Hukum 1.2 (2016): 368-391.



BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis yang diuraikan pada skripsi yang membahas sanksi
pidana bagi pelaku pelanggaran jaminan fidusia perspektif ugubah al-islamiah,
(Studi putusan No.85/Pid.Sus/2021/PN.Pre) dapat ditarik kesimpulan :

1. Pertimbangan yuridis yang diperoleh berdasar pada adanya tuntutan dan
juga dakwaan oleh Jaksa penuntut Umum berupa Pasal 36 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,
keterangan oleh terdakwa, adanya saksi-saksi, serta barang bukti yang
dihadirkan dihadapan sidang. Begitu pula dengan adanya pertimbangan non
yuridis berupa keadaan diri terdakwa, akibat dari perbuatan terdakwa,
agama yang dianut terdakwa, serta tindakan terdakwa.

2. Hukuman (Uqubah) dalam hal menyangkut perbuatan jahat di sebut
jarimah, dimana suatu tindak pidana atau kejahatan atau perbuatan jarimah
yang bisa dilakukan oleh persoerangan atau kelompok seperti halnya dalam
pelanggaran jaminan fidusia. Adapun beberapa hal yang terkait dalam
pelanggaran fidusia seperti penggelapan (Al-Sarigah) dan penipuan (Al-
ghasab) yang dimana terdakwah telah mengalihkan objek jaminan fidusia
tanpa persetujuan tertulis terlebin dahulu dari penerima fidusia. Sehingga
dalam perkara ini di jatuhkan hukuman (uqubah) tazir. Karena
pelanggaran jaminan fidusia termasuk dalam kejahatan yang hukumannya
tidak di tentukan atau disebutkan secara jelas dalam Nash baik Al-Qur’an
maupun Hadist, melainkan sebuah hukuman yang ditetapkan oleh
Penguasa(Hakim) terhadap berbagai bentuk kejahatan yang belum ada
ketetapan hukum serta kadar hukumnya dalam Nash berdasarkan

pertimbangannya.
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3. Implikasi dari jaminan fidusia dapat dilihat dari berbagai aspek hukum,
sosial, ekonomi, dan praktis, tergantung pada peran pihak yang terlibat
(kreditur dan debitur). Secara umum, jaminan fidusia adalah bentuk
jaminan yang memberikan hak kepada kreditur atas suatu barang bergerak
yang dimiliki oleh debitur, meskipun barang tersebut tetap berada dalam
penguasaan debitur. Ketentuan mengenai pengalihan Jaminan Fidusia
diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 UU Fidusia. Ketentuan
mengenai larangan pengalihan objek jaminan yang tidak merupakan benda

persediaan terdapat pada Pasal 23.

B. SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka

penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlunya melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif terhadap
pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia, baik kreditor, debitur,
maupun masyarakat umum, mengenai mekanisme, hak, dan kewajiban
dalam perjanjian fidusia. Banyak pihak yang tidak memahami
sepenuhnya bagaimana sistem jaminan fidusia bekerja, yang dapat
menyebabkan sengketa hukum di kemudian hari. Edukasi ini dapat
dilakukan melalui seminar, pelatihan, atau penyuluhan hukum dari
lembaga yang berwenang. Selain itu, penegakan hukum yang tegas
terhadap pelanggaran jaminan fidusia perlu dilakukan agar tidak ada
pihak yang merasa dirugikan. Pengawasan yang kurang ketat dapat
menyebabkan penyalahgunaan fidusia, seperti penggelapan barang yang
dijaminkan oleh debitur. Tanpa penegakan hukum yang konsisten,
kreditor juga sering kali kesulitan untuk menuntut haknya saat terjadi
wanprestasi dari debitur.

2. Untuk penelitian lanjutan mungkin bisa menjelasan lebih lanjut tentang
masing-masing jenis hukuman bisa sedikit lebih rinci dalam

menggambarkan perbedaan antara hukuman hadd, gisas, dan ta'zir,
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supaya pembaca dapat lebih memahami konteks dari masing-masing
sanksi tersebut. Keterkaitan antara keadilan dan prosedur meskipun kamu
sudah menyebutkan pentingnya prosedur hukum yang adil, bisa lebih
ditegaskan tentang bagaimana keadilan diterapkan dalam setiap jenis
hukuman tersebut dan bagaimana bukti yang sah harus dipertimbangkan
dalam setiap proses.Keterkaitan antara kebijaksanaan hakim dan prinsip
syariat bisa ditambahkan sedikit mengenai bagaimana kebijaksanaan
hakim dalam hukuman ta'zir tetap harus sesuai dengan prinsip-prinsip
syariat meskipun terdapat fleksibilitas dalam penjatuhan hukuman.

. Penting untuk melaksanakan program edukasi bagi debitor mengenai hak-
hak mereka dalam jaminan fidusia, terutama mengenai hak mereka dalam
proses eksekusi dan pemberian informasi terkait nilai barang yang
dijadikan jaminan. Dengan demikian, debitor akan lebih sadar akan
kewajiban dan hak mereka dalam transaksi yang melibatkan jaminan

fidusia.



DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an Al-Karim.

Abdillah, Junaidi. “Diskursus Hudud Dalam Studi Hukum Islam (Melacak Evolusi
Rumusan Hudud).” AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 13, no. 2
(2018): 334-63.

Amanda, Muhammad Rizki. “‘Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Objek
Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Oleh Debitur’.,” 2023.

Andrisman, Tri. Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bandar

Lampung, 2009.

Alfiansyah Anwar. “Handling Of Press Crimes.” JISIP (Jurnal IImu Sosial Dan
Pendidikan) 5.3 (2021): 49.

Apriyani, Rini. “Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam.” Journal of Islamic Law
Studies 2.2 (2021): 2.

Arifin, Ahmad, Aliyana Farha Ramadina, Ahmad Roja, Dessy Desvina, and Deden
Najmudin. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak
Pidana Pencurian Motor Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Figh
Jinayah.” Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains 2, no. 12 (2023): 1104-15.

Ariyadi, Ariyadi. “Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut
Hukum Islam.” Jurnal Hadratul Madaniyah 6, no. 1 (2019): 43-67.

Audah, Abdul Qadir. Al-Tasyri’al-Jinaly Al-Islamiy,” Jil. I, Beirut: Mua. Muassasah
Al-Risalah. Beirut, 1987.

Darwan, Prints. Hukum Anak Indonesia, 2001.

Daud, Brian Septiadi, and Eko Sopoyono. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap

Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia.” Jurnal



Pembangunan Hukum Indonesia 1.3 (2019): 352—65.

Daud, BrianSeptiadi, and Eko Sopoyono. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap
Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia.”

Pembangunan Hukum Indonesia 3 (2019): 352-65.

Dea Angelina Carity. “‘Studi Analisis Jaminan Fidusia Pada Putusan Pengadilan

Negeri Semarang Nomor: 12/Pdt.g/2021/PN Smg,”” 2023.

Dr. Farida Nugrahani. Metode Penelitian Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa,
2008.

Dumatubun, Anastasia. “Interpretasi Terhadap Makna Korporasi Dalam Undang-
Undang No. 42 Tahun1999 Tentang Jaminan Fidusia.” Jurnal Education and
Developement 4 (2020): 332—-332.

Dunan, Hendri, and Ayu Sulistiandari. “Pengaruh Kepercayaan Diri Dan Motivasi
Terhadap Performance Pertandingan Atlit Karate Di Forki Lampung.” Jurnal
EMT KITA 3 (2023): 625-29.

Hana, Desiana Risqi, and Suwarti Suwarti. “Dampak Psikologis Peserta Didik Yang
Menjadi Korban Cyber Bullying.” Psisula: Prosiding Berkala Psikologi 1, no.
11 (2020): 20-28. https://doi.org/10.30659/psisula.v1i0.7685.

Hasanuddin, Hasim, et al. ““REFORMULASI PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DESA DI KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN
PINRANG.”” JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara 1.2 (2023): 115—
27.

Heriawanto, Benny Krestian. “Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia
Berdasarkan Title Eksekutorial.” Legality: Jurnal limiah Hukum 1 (2019): 54—
67.

“Indonesia, UU No. 42 Tahun 1999, Ps.23 Ayat (2),” n.d.



Irfan, Nurul. Figh Jinayah. Amzah, 2022.

Islamul Haq. “JARIMAH TERHADAP KEHORMATAN SIMBOL SIMBOL
NEGARA (Persfektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam).”
Jurnal Syari’ah Dan Hukum Diktum 15, no. 1 (2017): 23-42.

———. “Prison in Review of Islamic Criminal Law: Between Human and Deterrent
Effects.” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 4, no. 1 (2020):
132-50.

Kurniawan, Drajat Edy. “Pengaruh Intensitas Bermain Game Online Terhadap
Perilaku Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling
Universitas PGRI Yogyakarta.” Jurnal Konseling GUSJIGANG 3, no. 1 (2017):
101.\

Lestari, Ni Made Mirah Dwi, I. Nyoman Putu Budiartha, and Ni Gusti Ketut Sri.
“Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi
Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19.” Jurnal Interpretasi
Hukum 3, no. 1 (2022): 176-81.

Lince, Leny. “Implementasi Kurikulum Merdeka Untuk Meningkatkan Motivasi
Belajar Pada Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan.” In Prosiding
Seminar Nasional Fakultas Tarbiyah Dan llmu Keguruan IAIM Sinjai, 45,
2022.

Luntungan, Geraldo Angelo. “Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.” Lex Crimen 7, no. 5 (2018).

Mahanum, Mahanum. “Tinjauan Kepustakaan.” ALACRITY : Journal of Education 1,
no. 2 (2021): 1-12. https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20.

Mawey, Andre G. “Pertimbangan Hkamim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari
Segala Tuntutan Hukum.” Lex Crimen 2, no. VVol. 2 No. 5 (2016):Lex Crimen



(2016).

Muhammad Ali Rusdi. “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama
Hukum Islam.” Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum 15, no. 2 (2017): 151-68.

Muhammad Khusnul syam, Alfiansyah Anwar, and Rasna Rasna. “‘The Imposition
of Sanctions Against Perpetrators of Rape by The Stepfather Perspective of
Islamic Criminal Law.”” DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam, 2023, 1-10.

Muhammad ma’mun. “Teori *uqubah Al Islamiyah,” 2022.
Mukti Arto. Peraktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, 2004.

Nugrahani, Dr. Farida. “Metode Penelitian Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa.”

Buku Edit 1, no. 1 (2008): 305.

Nugroho, Bastianto. “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan
Hakim Menurut KUHAP,” 1 yuridika 32 27 (2017).

—— “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut

KUHAP.” Yuridika 32, no. 1 (2017): 17-36.

Otto Yudianto. “Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan

Hukum Adat.” Jurnal llmu Hukum, no. 15 (2012): 21.

Pasetyo, Bayu, et al. “Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam
Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian.” Jurnal Palar 7 (2021): 478.

Putri, Nindya Rayanda. “Analisis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Pelaku Deelneming Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam.” UIN Ar-Raniry, 2021.

Rachmawati, Tutik. “Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif.”

UNPAR Press, no. 1 (2017): 1-29.

Rafid, Noercholish. “Nilai Keadilan Dan Nilai Kemanfaatan Pada Jarimah Qisas Dan



Diyat Dalam Hukum Pidana Islam.” Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
1, no. 1 (2022): 8-14.

Rahman, A. “‘Analisis Implikasi Hukum Tindakan Korporasi Terhadap
Perlindungan Konsumen.’”” Jurnal Hukum Dan Masyarakat 18, no. 2 (2023):
134-50.

Rini Ariani Said. “Hakim Di Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara,” n.d.

Rizqi, Malissa. “Deiksis Dalam Surat Kabar Republika Tentang Aksi Ancaman
Terorisme Di Indonesia Serta Pemanfaatannya Dalam Pembelajaran Bahasa
Indonesia Di SMP,” 2018.

Rusli, Nurul Fadila. ANALISIS HUKUM TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA
YANG DIALIHKAN OLEH DEBITOR., 2022.

SAPUTRO, AJI YOGO, and Suciyani Suciyani. “ANALISIS ‘UQUBAH MURTAD
DI KELANTAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH.” UIN
RadenMas Said, 2024, 9.

Sari, D. A. “‘Dampak Pelanggaran Hukum Dalam Praktik Bisnis: Tinjauan Teori
Implikasi Hukum.””” Jurnal Hukum Bisnis 12, no. 1 (2020): 45-60.

Sarono, Agus. “‘Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam.’” Value Added:
Majalah Ekonomi Dan Bisnis 11, no. 2 (2015): 73.

Sibarani, Rinto, Tomi Suhendra Pardede, Yuleo Foonasan Hussi, and Abdurrakhman

Alhakim. “Kajian Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan: Perspektif Hukum
D1 Indonesia.” Journal.Uib.Ac.ld 1, no. 1 (2021): 719-27.

Sugianto, Oky. “Penelitian Kualitatif, Manfaat Dan Alasan Penggunaan Jakarta:

Universitas Bina Nusantara.” Universitas Bina Nusantara, 2020.

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan



R&D,. Bandung: Alfabeta, 2014.

. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,
2014,

Sukerta, I. Made Rai, I. Nyoman Putu Budiartha, and Desak Gde Dwi Arini.
“Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Akibat Wanprestasi Karena Dampak
Pandemi Covid-19.” Jurnal Preferensi Hukum 2, no. 2 (2021): 326-31.

Susi, Elvira. “Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189
KUHAP.” Lex Crimen 8, no. 3 (2019).

Suwandi, Basrowi dan. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Rineka Cipta,
2008.

Triyanto, M.Hum., Dr. Negara Hukum Dan HAM. Y ogyakarta, 2013.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan
Fidusia .h. 8.” Learning Hukum Online, n.d., h.8.

Wiguna, Rahmat, Benny Irawan, and Rena Yulia. “Penerapan Sanksi Pidana
Terhadap Perbuatan Pengalihan Barang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pada
Polres Serang Kota).” Jurnal Hukum & Pembangunan 51, no. 4 (2022): 1123—
39.

Winarno, Jatmiko. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan

Fidusia.” Jurnal Independent 1, no. 1 (2013): 44.

Winarno, Jatmiko. “‘Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan
Fidusia.”” Jurnal Independen 1, no. 1 (2013): 44-45.

Waulur, Nixon. “Keterangan Ahli Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim.” Lex
Crimen 6, no. 2 (2017).

Abdillah, Junaidi. “Diskursus Hud€d Dalam Studi Hukum Islam (Melacak Evolusi

Vi



Rumusan Hudud).” AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 13, no. 2
(2018): 334-63.

Amanda, Muhammad Rizki. “‘Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Objek
Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Oleh Debitur’.,” 2023.

Andrisman, Tri. Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bandar

Lampung, 2009.

Anwar, Alfiansyah. “Handling Of Press Crimes.” JISIP (Jurnal llmu Sosial Dan
Pendidikan) 5.3 (2021): 49.

Apriyani, Rini. “Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam.” Journal of Islamic Law
Studies 2.2 (2021): 2.

Arifin, Ahmad, Aliyana Farha Ramadina, Ahmad Roja, Dessy Desvina, and Deden
Najmudin. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak
Pidana Pencurian Motor Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Figh
Jinayah.” Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains 2, no. 12 (2023): 1104-15.

Ariyadi, Ariyadi. “Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut
Hukum Islam.” Jurnal Hadratul Madaniyah 6, no. 1 (2019): 43-67.

Audah, Abdul Qadir. Al-Tasyri’al-Jinaiy Al-Islamiy,” Jil. I, Beirut: Mua. Muassasah
Al-Risalah. Beirut, 1987.

Darwan, Prints. Hukum Anak Indonesia, 2001.

Daud, Brian Septiadi, and Eko Sopoyono. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap
Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia.” Jurnal
Pembangunan Hukum Indonesia 1.3 (2019): 352—-65.

Daud, BrianSeptiadi, and Eko Sopoyono. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap

Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia.”

VIl



Pembangunan Hukum Indonesia 3 (2019): 352—65.

Dea Angelina Carity. “‘Studi Analisis Jaminan Fidusia Pada Putusan Pengadilan
Negeri Semarang Nomor: 12/Pdt.g/2021/PN Smg,’” 2023.

Dr. Farida Nugrahani. Metode Penelitian Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa,
2008.

Dumatubun, Anastasia. “Interpretasi Terhadap Makna Korporasi Dalam Undang-
Undang No. 42 Tahun1999 Tentang Jaminan Fidusia.” Jurnal Education and
Developement 4 (2020): 332-332.

Dunan, Hendri, and Ayu Sulistiandari. “Pengaruh Kepercayaan Diri Dan Motivasi
Terhadap Performance Pertandingan Atlit Karate Di Forki Lampung.” Jurnal
EMT KITA 3 (2023): 625-29.

Hana, Desiana Risqi, and Suwarti Suwarti. “Dampak Psikologis Peserta Didik Yang
Menjadi Korban Cyber Bullying.” Psisula: Prosiding Berkala Psikologi 1, no.
11 (2020): 20-28. https://doi.org/10.30659/psisula.v1i0.7685.

Hasanuddin, Hasim, et al. ““REFORMULASI PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DESA DI KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN
PINRANG.”” JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara 1.2 (2023): 115-
27.

Heriawanto, Benny Krestian. “Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia
Berdasarkan Title Eksekutorial.” Legality: Jurnal limiah Hukum 1 (2019): 54—
67.

“Indonesia, UU No. 42 Tahun 1999, Ps.23 Ayat (2),” n.d.
Irfan, Nurul. Figh Jinayah. Amzah, 2022.

Islamul Haq. “JARIMAH TERHADAP KEHORMATAN SIMBOL SIMBOL

VIl



NEGARA (Persfektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam).”
Jurnal Syari’ah Dan Hukum Diktum 15, no. 1 (2017): 23-42.

—— “Prison in Review of Islamic Criminal Law: Between Human and Deterrent
Effects.” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 4, no. 1 (2020):
132-50.

Kurniawan, Drajat Edy. “Pengaruh Intensitas Bermain Game Online Terhadap
Perilaku Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling
Universitas PGRI Yogyakarta.” Jurnal Konseling GUSJIGANG 3, no. 1 (2017):
101.

Lestari, Ni Made Mirah Dwi, I. Nyoman Putu Budiartha, and Ni Gusti Ketut Sri.
“Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi
Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19.” Jurnal Interpretasi
Hukum 3, no. 1 (2022): 176-81.

Lince, Leny. “Implementasi Kurikulum Merdeka Untuk Meningkatkan Motivasi
Belajar Pada Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan.” In Prosiding
Seminar Nasional Fakultas Tarbiyah Dan llmu Keguruan IAIM Sinjai, 45,
2022.

Luntungan, Geraldo Angelo. “Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.” Lex Crimen 7, no. 5 (2018).

Mahanum, Mahanum. “Tinjauan Kepustakaan.” ALACRITY : Journal of Education 1,
no. 2 (2021): 1-12. https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20.

Mawey, Andre G. “Pertimbangan Hkamim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari
Segala Tuntutan Hukum.” Lex Crimen 2, no. VVol. 2 No. 5 (2016):Lex Crimen
(2016).

Muhammad Ali Rusdi. “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama



Hukum Islam.” Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum 15, no. 2 (2017): 151-68.

Muhammad Khusnul syam, Alfiansyah Anwar, and Rasna Rasna. “‘The Imposition
of Sanctions Against Perpetrators of Rape by The Stepfather Perspective of
Islamic Criminal Law.”” DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam, 2023, 1-10.

Muhammad ma’mun. “Teori "uqubah Al Islamiyah,” 2022.
Mukti Arto. Peraktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, 2004.

Nugrahani, Dr. Farida. “Metode Penelitian Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa.”

Buku Edit 1, no. 1 (2008): 305.

Nugroho, Bastianto. “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan

Hakim Menurut KUHAP,” 1 yuridika 32 27 (2017).

—— “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut
KUHAP.” Yuridika 32, no. 1 (2017): 17-36.

Otto Yudianto. “Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan

Hukum Adat.” Jurnal llmu Hukum, no. 15 (2012): 21.

Pasetyo, Bayu, et al. “Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam

Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian.” Jurnal Palar 7 (2021): 478.

Putri, Nindya Rayanda. “Analisis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Pelaku Deelneming Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam.” UIN Ar-Raniry, 2021.

Rachmawati, Tutik. “Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif.”

UNPAR Press, no. 1 (2017): 1-29.

Rafid, Noercholish. “Nilai Keadilan Dan Nilai Kemanfaatan Pada Jarimah Qisas Dan
Diyat Dalam Hukum Pidana Islam.” Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
1, no. 1 (2022): 8-14.



Rahman, A. “‘Analisis Implikasi Hukum Tindakan Korporasi Terhadap
Perlindungan Konsumen.’”” Jurnal Hukum Dan Masyarakat 18, no. 2 (2023):
134-50.

Rini Ariani Said. “Hakim Di Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara,” n.d.

Rizqi, Malissa. “Deiksis Dalam Surat Kabar Republika Tentang Aksi Ancaman
Terorisme Di Indonesia Serta Pemanfaatannya Dalam Pembelajaran Bahasa
Indonesia Di SMP,” 2018.

Rusli, Nurul Fadila. ANALISIS HUKUM TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA
YANG DIALIHKAN OLEH DEBITOR., 2022.

SAPUTRO, AJI YOGO, and Suciyani Suciyani. “ANALISIS ‘UQUBAH MURTAD
DI KELANTAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH.” UIN
RadenMas Said, 2024, 9.

Sari, D. A. “‘Dampak Pelanggaran Hukum Dalam Praktik Bisnis: Tinjauan Teori

Implikasi Hukum.””” Jurnal Hukum Bisnis 12, no. 1 (2020): 45-60.

Sarono, Agus. “‘Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam.’” Value Added:
Majalah Ekonomi Dan Bisnis 11, no. 2 (2015): 73.

Sibarani, Rinto, Tomi Suhendra Pardede, Yuleo Foonasan Hussi, and Abdurrakhman

Alhakim. “Kajian Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan: Perspektif Hukum
D1 Indonesia.” Journal.Uib.Ac.Id 1, no. 1 (2021): 719-27.

Sugianto, Oky. “Penelitian Kualitatif, Manfaat Dan Alasan Penggunaan Jakarta:

Universitas Bina Nusantara.” Universitas Bina Nusantara, 2020.

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan
R&D,. Bandung: Alfabeta, 2014.

. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,

Xl



2014.

Sukerta, I. Made Rai, I. Nyoman Putu Budiartha, and Desak Gde Dwi Arini.
“Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Akibat Wanprestasi Karena Dampak
Pandemi Covid-19.” Jurnal Preferensi Hukum 2, no. 2 (2021): 326-31.

Susi, Elvira. “Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189
KUHAP.” Lex Crimen 8, no. 3 (2019).

Suwandi, Basrowi dan. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Rineka Cipta,
2008.

Triyanto, M.Hum., Dr. Negara Hukum Dan HAM. Yogyakarta, 2013.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan
Fidusia .h. 8.” Learning Hukum Online, n.d., h.8.

Wiguna, Rahmat, Benny Irawan, and Rena Yulia. “Penerapan Sanksi Pidana
Terhadap Perbuatan Pengalihan Barang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pada
Polres Serang Kota).” Jurnal Hukum & Pembangunan 51, no. 4 (2022): 1123—
39.

Winarno, Jatmiko. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan

Fidusia.” Jurnal Independent 1, no. 1 (2013): 44.

Winarno, Jatmiko. “‘Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan

Fidusia.”” Jurnal Independen 1, no. 1 (2013): 44-45.

Waulur, Nixon. “Keterangan Ahli Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim.” Lex
Crimen 6, no. 2 (2017).

X



LAMPIRAN

X1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 & (0421) ?1307 ‘ (0421) 2“051
PO Box 909 Parepare 9110, website : Wwww.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.

Nomor  : B-2371/In.39/FSIH.02/PP.00.9/09/2024 26 September 2024
Sifat : Blasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

di
KOTA PAREPARE
Assalamu Alaikum Wr. Wb,

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ESA SAHARANI

Tempat/Tql. Lahir : KARABALLO, 11 September 2002

NIM 1 2020203874231021

Fakultas / Program Studi : Syariah dan llmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester ¢ IX (Sembilan)

Alamat : KARABALLO, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan
skripsl yang berjudul :

SANKSI PIDANA BAGI PELAKU KORPORAS| TERHADAP JAMINAN FIDUSIA DALAM PERSPEKTIF
'UQUBAH AL ISLAMIAH (STUDI PUTUSAN NO.85/Pid.Sus/PN.Pre)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal
11 November 2024,

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr, Wb.

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001
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STUDI PUTUSAN (NO.85/PID.SUS/2021/PN.PRE)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go id

PUTUSAN
Nomor 85/Pid Sus/2021/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan blasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikutdalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sudirman Alias Sudi Bin Ismail;

2. Tempat lahir :Bon gin g-Ponging Kab . Pinrang;

3. Umurianggal lahir /42 Tahun /22 Mei 1979;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Bon ging-Ponging Kel. Lotang Salo Kec. Suppa
Kab. Pinrang;

7. Agama : slam;

8. Pekerjaan ‘Swasta;

Terdakwa ditah an dalam tshanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik tidak dilaku kan penahanan;
2. Penuntut Umum sejek langgal 19 Mai 2021 sampal dengan tanggal 7 Juni 2021;
3. Haldm Pengadilan Neged sejak langgal 19 Mel 2021 sampai dengan tanggal 17
Juni2021;
Terdakwa tidak didampingi cleh PenashatHukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Selelsh membaca:
- PenetapanKetua Pengadilan Negerl Parepare Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN
Pre, anggal 19 Mei 2021 entang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Pre, tanggal
19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksissksi dan Terdakwa serta
memperh atikan bukti surat dan baran g bukli yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan niutan pidana yang dajukan oleh

PenuntutUmum yang pada pokokn ya ssbagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Ismailledbukt secara sah
dan meyakinkan bemsalah melakukan tindak pidana ‘mengalihkan benda
yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan lertdis teriebih
chhulu dari penerima fidusiasebagaimana diatur dan dian cam pidanadalam
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 38 Undang-Undang Republik indonesia Nomor : 42 Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia sebagaimana calam dakwaan kedua Penuntut
Umum;

2. Menjatuhkan pidana lerhadap Terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin lsmailoleh
larena itu dengan pidana penjama selama 10 (sepuluh) bulandikurangi
selama lerdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah
terdakwa tetap ditahan,dan pidana denda sebesar Rp 2.500.000,00 (dua
mmnunm)mmmﬂmmmmaumamapm
dbayar maka diganti dengan pidana kuningan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan agar bamng bukti berupa:

- 1 (saw) Exsamplar Akta Jamin an Fidusia atas nama Sudirman

- 1(saw) lembar sertifikat jamin an fidusia atas nama Sudirman

- 1 (salu) exsamplar perjanjan pembiayaan atas nama Sudirman Nomor
Kontrak 4521900449

- 1 (satu) lembar sumt kuasa pembebanan jaminan fidusia atas nama
Sudirman

- 1(sat) lembar surmt persetujuan dan atau kuasa atas nama Nurhayat
1 (satu) lembar stukiur perjanjan pembiayaan Nomor 4521900449,
anggal 08 Mei 2019
Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. BF) Finance Parepare
melalul saksi Saharuddin 8. Pd Alias Uceng Bin Labun du;

4. Menetapkan mWMWMMM.SM;
fima ribu ruplah).

Setelsh mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelsh mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap
mmmgmmmmmﬂhmnm
Umum etap pada wniutannya;

mmmmbﬁmmmhnmm
Umum, yang disampalkan secara lisan pada pokoknyaPenasihat Hukum
Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuniut
Umum didakwa berdasarkan sural dakwaan sebagal berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN ISMAIL pada hari dan
fanggal yang tidak diin gat lagl pada bulan Jull 2019 dan sekitar jam 09,00 wita
atau setidak-4daknya pada suatu waktu pada bulan Jull 2019, atau setidak-
lﬂmnp&ﬂunmowdl.wm.ﬂnmomwwn
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum PengadianNegeri Parepare
yang berwenang mengadill berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena
erdakwa ditshan di Lombaga Pemasyarakatan (Lapas) Parepare dan tempat
kediaman sobagion besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada
Pengadilan Negeri Parepare darl pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri
Pinrang yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan sengaja
dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
adalah kepunyaan orang lain tetapl yang ada dalam kekuasaannya bukan
karena kejahatan, yan g dilakukan terdakwa dengan cam sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya yaknl pada tanggal 7 Mei 2019 werdakwa
SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN ISMAIL telah mengajukan pinjaman uang ke
Pembiayaan di kantor BF] Finance Pampare sebesar Rp. 38.000.000,-(iga
puluh delapan juta ruplah) lalu terdakwa men jaminkan 1 unitmobil Suzuki Carry
standar 1,5 PU wama hitam No. Pol DP 8815 AC pada kantor PT. BFl Finance
Parepare.

Bahwa oleh karena terdakwa mengajukan pinjaman uang ke
Pemblayaan PT. BF Finance Parepare sebesar Rp. 38.000.000,-figa puluh
delapan juta ruplah) dan yang menjad| jominan adalah 1 unit mobil Suzuki
Carry standar 1,5 PU wama hitam No. Pol DP 8815 AC  kemudian terdakwa
selaku nasabah melakukan pembayaran ke plhak PT. BFI Finance Parepare
dengan cara di cicll atau diangsur R 1.767.500,-, (satu juta wjuh ratus lima
puluh ijuh lime ratus rupiah) setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam)
bulan.

Bahwa oleh karena terdakwa telah menjaminkan 1 unit mobll Suzuki
Carry standar 1,5 PU wama hitam No. Pol DP 8815 Ac dl PT. BF| Finance
Pampare maka erdakwa berkewajban untukmelunasl pembayarannya dengan
membayar angsuran pembayaran kepada PT. BF| Finance Parepare sebesar
Rp. 1.757.500,- (satu juta tujuh ratus lima puluh tyuh lima ratus ruplah) setiap
bulannya selama 38 (tiga puluh enam)bulan namun terdakwa tidak membayar
angsurannya ke PT. BF| Finance Parepare dan moblinya telah diserahkan
kepada seseorang yang bemama Wawan selanjtnya Wawan memberikan
uang ke terdakwa sebesar Rp. 7.000,000,dan wawan yang akan melanjutkan
angsuran terdakwa ke PT. BF| Finance Parepare.

Bahwa oleh karena Wawan tidak membayar angswan terdakwa ke PT.
BF| Finance Parepare dan mobil tidak diketahui keberadaannya yang mana
mobil tersebut masih milik PT. BFI Finance Parepare cleh karena terdakwa
belum melunasi angsumnnya kepada pihak PT, BF| Finance ParepareParepare,
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sshingga men gakibatkan PT. BF| Finance Parepare mengalami keruglan sekitar
Rp. 62.000.000,00 (enam puluh dua ruplah).

Pembuatan lerdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa |a terdakwa SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN ISMAIL sebagal
pemberi Fidusia, pada harl dan tanggal yang tidak dingat lagl pada bulan Jull
2019 dan sekitar jam 09.00 wita atau setidak-fdaknya pada suatu waktu pada
bulan Jull 2019, atau setidak-{daknya pada tahun 2019 berada di JI. Salo Kab.
Pinrang atau setidak-fdaknya pada tempat lain yang masuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negerl Parepare yang berwenang mengadl(l berdasarkan
Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena terdakwa dtahan di Lembaga
Pemasyarakatan (Lapas) Parepare dan tempat kedaman sebaglan besar saksi-
saksl yang dpanggll leblh dekat pada Pengadilan Neger Parepare darl pada
empat kedudukan Pengadilan Negeri Pinmang yang didalam daerahnya indak
pidana itu dilakukan, yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan
benda yang meryad/ objek jaminan (idusia tanpa permsetujuan tertulis terfebih
dahulu darf penerima Fidusia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagal
berlkut:

Bahwa pada awalnya yakn| pada tanggal 7 Mel 2019 werdakwa
SUDIRMAN ALIAS SUDI BIN ISMAIL telah mengajukan pinjaman uang ke
Pemblayaan di kantor BFI Finance Parepare sebesar Rp. 38.000.000,-figa
puluh delapan juta ruplah) dengan jaminan 1 unitmobll Suzuki Carry standar 1,5
PU wama hitam No. Pol DP 8815 AC STNK atas nama Ismail dan sebuah
BPKBmobll atas nama Nurthad| Pakaya pada kanfor PT. BF| Finance Parepare,
setelah Itu terdakwa menandatangan| surat pembebanan jaminan Fidusia dan
beberapa surat administrasi lainnya sampal akh imya pengajuan danaterdakwa
calr sebasar Rp. 38.000.000,- loga puluh delapan juta ruplah).

Bahwa oleh kaena terdakwa mengajukan pinjaman uang ke
Pemrblayaan PT. BF) Finance Parepare sebesar Rp. 38.000.000,-figa puluh
delapan juta ruplah) dan yang menjadi obyek Fidusia adalah 1 unit mobll
Suzuki Carry standar 1,5 PU wama hitam No. Pol DP 8815 AC dan sebuah
BPKB mobll atas nama Nurhad Pakaya kemudan terdakwa selaku nasabah
melakukan pembayaran ke plhak PT. BF| Finance Parepare dengan caradi cldll
atau dangsur.

Bahwa dengan adanya perjanjan pemblayaan yang telah disepakat
antara terdakwa dengan plhak PT. BFI Finance Parepare sesual dengan
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

petjanjan Pembiayaan dengan jaminan Fidusia Nomor : 4521800448900449
ertanggal 08 Mei 2019, lerdakwa berkewajban untuk melnasi pinjaman
ersebut dengan membayar angsuran pembayaran kepada PT. BFI Finance
Pampare Parepare sebesar Rp. 1.757.500,, (salu juta wjuh rats lima puluh
wjuh lima ratus rupiah) satiap bulannya selama 36 (liga puluh enam) bulan.
Qieh karena perjanjian kontrak lersebut adalah perjanjan kontak dengan
Jaminan Fidusia yan g terdakwa menyetujui untuk men jaminkan barang berupa
1 unit mobil Suzuki Carry standar 1,5 PU wama hitam No. Pol DP 8815 AC
socara Fidusia kepada pihak PT. BF| Finance Parepare dengan memberi kuasa
kopada pihak PT. BF| Finance Parepare untuk mengurus dan melaksanakan
sorta menandatangani pengikatan Akta Jaminan Fidusia di Notaris sehingga
terbiiah Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris ARIE HERAWAT, SH,
MH Nomor : 4785 tertanggal 15 Januad 2020 dan Sertifikat Jaminan Fidusia
Nomor : W23.00013320.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 16 Januarl 2020 yang
dikeluarkan oleh Kan tor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kemen lerian Hukum dan
Hak Asasi Man u sia Republik Indonesia, maka terdakwa selaku pemberi Fidusia
dengan alasan apapun dilarang mengalihkan bamang yang menjadi objek
jaminan fidusia kepada pihak ketiga dengan cara apapun termasu k lotapi tidak
wrbates  dengan cam meminjmkan, menyewakan, mengalihkan,
menggadaikan, menjaminkan atau menyershkan penguasaan atas barang
kopada pihak keliga, tanpa persetujuan tenulis terlebih dahulu dari pihak PT.
BFl Finance Parepare sclaku pihak penerima fidusia. Dengan kata lain,
®erdakwa dilarang untuk men galihkan mobll tersebut kepada orang lain baik itu
dengan cara meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menggadaikan,
menjaminkan atau menyemhkan penguasaan atas bamng kepada orang lain
wnpa adanya persetujuan lentulls terlebih dahulu darl pihak PT. BFI Finance
Parepare itapl Kenyataannya yakni pada bulan Juli 2019, lerdakwa lelah
men galih kan mobil 1unit Suzuki Carry standar 1,5 PUwarna hitam No. Pol DP
8815 AC yang menjadi cbyek jaminan Fidusl kepada seseorang yan g bernama
Wawan untuk melanjutkan cicilan lerdakwa ke PT. BF| Finance Parepare
kemudian Wawan memberikan uang ke lerdakwa sebesar Rp. 7.000.000,-
(ujuh juta rupiah ), namun selelah lerdakwa men galihkan mobil lersebutWawan
fdak pernah melakukan pembayaran angsuran ke PT. BFI Finance
Pameparehingga saat ini Wawan maupun mobil tersebut sudah tidak diketahul
koberadaannya, maka lerdakwa selaku pemberi fidusia telah melanggar
perjan jan kon trak dengan Jaminan Fidusia dengan mengalihkan mobil lersebut
kepada Wawan tanpa persetujuan lortulis ledebih dahulu dari pihak PT. BF1
Finance Parepare selaku penerima fidu sia sehingga akibat pesbuatan terdakwa
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ersebut  PT. BFI Finance Parepare mengalami kerugian sekitar Rp.
62.000.000(enam puluh dua rupiah).

Pebuatan lerdakwa lersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia.

Monimban g, bah wa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak
mengajukan keberatan;

Menimban g, bahwa untuk membukiikan dakwaannya Penuntut Umum
lah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut
1. Saksi Muh. thsan Madu Alias lhsan Bin Madudbawah sumpah pada

pokokn ya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sshubungan dengan
adanya barang jaminan Fidusia yang telah dipindahtangankan atau
digelapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalsh karyawan swasta di PT. BF|Finance Parepare;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari yang sudah tidak diketahui Juli
2019 di Parepare;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya Akta Jaminan Fidusia danSertifikat
Jaminan Fidusia;

- Bahwa nilai Jaminan Fidusia ssjumiah Rp 38.000.000,00 (§ga puluh
delapan juta rupiah);

- Bahwa jumiah angsurn Terdakwa Rp 1.757.500,00 (satu juta tujuh ratu s
fima puluh tujuh lima mtus rupiah ) setiap bulan nya selama 36 (tiga puluh
enam) bulan;

- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pembayaran angsumn selama 4
(empat) kaii;

- Bahwa yan g men jadi jaminan Fidusia yakni berupa 1 (satu) un it mobil pick
up Suzuki Carry standar 1,5 PU wama hitam Nomor Pol DP 8815 Ac dan
digindahtangankan ke seseorang yang bemama Wawan dengan ujuan
melanjutan angsuran namun Wawan Sdak pemah melakukan
pembayamn pada kantor PT. BF| Finance Parepare dan moblil sudah
fdak diketahui keberadasannya sampai sekarang;

= Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. BFI Finance Parepare;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa
keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi Saharuddin, S.Pd. Alias Uceng Bin La Budu ,dbawah sumpah, pada
pokokn ya menerangkan sebagal berikut:
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= Bashwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan
adanya barang jaminan Fidusia yang telah dipindahtangankan atau
digolapkan oleh Terdakwa;

= Bahwa Saksi adalsh karyawan swasta d| PT, BF| Finance Pampare;

= Bahwa kejadian tersebut terjadi pada harl yan g sudah lidak diketahui Juli
2019 di Parepare;

= Bahwa Saksi mengetshui adanya Akta Jaminan Fidusia danSertifikat
Jaminan Fidusia;

= Bahwa nilai Jaminan Fidusia sejumiah Rp 38.000.000,00 (iga puluh
delapan juta rupiah);

= Bahwajumiah angsumn Terdakwa Rp 1.757.500,00 (satu juta tujuh ratus
ima puluh tujuh lima mtus ruplah ) setlap bulan nya selama 36 (tiga puluh
enam) bulan;

= Bahwa Terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran selama 4
(empat) kali;

= Bahwa yang menjad| jaminan Fidusia yakni berupa 1 (satu ) unitmobil pick
up Suzuki Carry standar 1,5 PUwama hitam Nomor Pol DP 8815 Acdan
dipindahtangankan ke seseorang yang bemama Wawan dengan Wujuan
melanjutkan angsuran namun Wawan tidak pemah melakukan
pembayaran pada kantor PT. BF| Finance Parepare dan mobil sudah
fdak diketah ul keberadaannya sampai sekarang;

= Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. BFI Finance Parepare;
Terhadap keterangan Soaksi, Terdokwa memberikan pendapat bahwa
keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Rustan Alias Uttang Bin La Watang,dbawah sumpah, pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dl persidangan shubungan dengan
adanya barang jaminan Fidusia yang lelah dipindahtangankan atau
digelapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah karyawan swasta di PT. BF | Finan ce Pampare;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada had yan g sudah tidak diketahui Juli
2019 di Parepare;

- Bahwa Saksi mengetshui adanya Akia Jaminan Fidusia danSertifikat
Jaminan Fidusia;

= Bahwa nilai Jaminan Fidusia sejumiash Rp 38.000.000,00 (tiga puluh
dolapan juta ruplah);
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Bahwa jumiah angsu ran Terdakwa Rp 1,757.500,00 (satu juta tujuh ratus
ima puluh tujuh lima miu s ruplah ) setiap bu lan nya selama 36 (tga puluh
enam) bulan;

Bahwa Terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran selama 4
(empat) kali;

Bahwa yang men jadi jaminan Fidusia yakni berupa 1 (satu) unitmobil pick
up Suzuki Carry standar 1,5 PU wama hitam Nomor Pol DP 8815 Acdan
dipindahtangankan ke seseorang yang bemama Wawan dengan lujuan
malanjutkan angsuran namun Wawan tdak pemah melakukan
pembayamn pada kantor PT, BF| Finance Parepare dan mobil sudah
fdak diketahui keberadaannya sampal sekarang;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin darl PT. BFI Finance Parepare;
Tehadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa
keaterangan Saksi lersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

kelerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 berempal di kantr PTBF Finance
Parepare yang berada d jaelan Sulen Hasanuddin No.01 Kel Ujung Sabbang,
Kec Ujing Kol Pampare Temialwa mengambl pinpmen dana d PTBF
Finance Pasepare untuk membeli 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry
standar 1,5 PU wamna hitam Nomor Pol DP 8815 Ac;

Bahwa Terdakwamengetahui dan menandatangiAkta Jaminan Fidusia
dan Sertifikat Jaminan Fidusia;

Bahwa nilai Jaminan Fidusia sejumiah Rp 38.000.000,00 (tiga puluh
delapan juta rupiah);

Bahwa jumiah angsuran Terdakwa Rp 1.757.500,00 (satu juta tujuh ralu s
imapuluh tujuh lima mtus ruplah) setiap bulannya selama 36 (tiga puluh
enam) bulan;

Bahwa Terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran selama 4
empat) kali;

Bahwa yang men jadi jaminan Fidusia yakni berupa 1 (satu) un it mobll pick
up Suzuki Carry standar 1,5 PUwama hitam Nomor Pol DP 8815 Acdan
dipindahtangankan ke seseorang yang bemama Wawan dengan tujuan
melanjutkan angsuran namun Wawan tidak pernah melakukan
pembayaman pada kantor PT. BF| Finance Parepare dan mobil sudah
fdak diketah ul keberadaannya sampal sekarang;
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= Bahwa Terdakwa telah menerina uang sejumiall Rp 7.000.000.00 Mt
ja rupiah) dorl Wawen;

= Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta lzin tertulis dari PT. BFI Finance
Parepare untuk memindahkan 1 (satu) unit mabll pick up Suzuki Carry
standar 1,5 PU warna hitam Nomor Pol DP 8815 Ac kepada orang lain;

= Bahwa Terdakwa belum pern ah dih ukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum men gajukan barang bukti sebagal
berikut:

- 1(satu) eksarmpler Alda Jaminan Fidusia atas nama Sudismen:

= 1(satu) lembor Sertifiat Jaminan Fidusia atas nama Sudismen;

= 1 (sau) oksamplr Pefanjan Pombiyaan als nama Sudimen Nomor
Kontrak 4521900449;

= 1 (satu) brbor Sumt Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia atas nama
Sudinman;

= 1(satu) lembar Sumi Persetujuan don atu Kuasa atas nama Nuthayat;

= 1 (saw) lembar Stuktur Pedanjian Porbiayaan Nomor 4521900449, tanggal
08 Mei 2019;

Monimbang, bahwa berdasarkan olal buktl dan barang bukt yang
diajukan diperoleh fakia-fakta hukum sebagai berikut:

= Bohwa pada tanggal 10 Mei 2019 bedempat d kantr PTBF Finance
m—mu—mam&mwmmmumm
Kec. Ujing, Kot Parepare Tedalwa mengambi pinpman dana & PTBR
H\ummnkmtdli(uu)mnmwpuup&ch.ny
standar 1,5 PU warna hitam Nomor Pol DP 8815 Ac;

- Bahwa Terdokwa mengetahul dan menandatanganl Akta Jaminan
Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia;

= Bahwa nilai Jaminan Fidusia sejumiah Rp 38.000.000,00 (ga puluh
delapan juta rupiah);

= Bahwajumiah angsurn Terdakwa Rp 1.757.500,00 (satu juta tujuh ratu's
Imapuluhtujuh lima rtus rupiah) setiap bulan nya selama 36 (iga puluh
enam) bulan;

= Bahwa Terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran selama 4
(empat) kali;

= Bahwa yang menjadi jaminan Fidusia yakn| berupa 1 unit mobil pick up
Suzuki Cany standar 1,5 PU wama hitam Nomor Pol DP 8815 Ac dan
pada hari yang sudah tidak diketahul Juli 2019 di Parepare, Terdakwa
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lah memindahtangankan kepada seseorang yang bemama Wawan dan
Terdakwa telah menerima uang sejumiah Rp 700000000 (ujuh juta
upish) selanjutnya Wawan akan melanjutkan sisa angsuran namun
Wawan tidak pemah melakukan pembayamn sisa angsuman pada PT.
BFI Finance Parepare dan mobil sudah tidak diketahui keberadaannya
sampai sekarang,

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin tertulis dari PT. BF | Finance
Parepare untuk memindahkan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry
standar 1,5 PU warna hitam Nomor Pol DP 8815 Ac kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bshwa  selanjuinya  Majelis Hakim  akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta{akta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan lelsh melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa welah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk allernafl, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memiiih langsung dakwaan
alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-undang RINomor
42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsumnya adalah sebagal
berikut:

1. Pemberi fidusia;

2. Yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang
menjad objek jaminan fidusia sebagaimana yang dmaksud dalam
Pasal 23 Ayat (2);

3. Yang diakukan tanpa persetujuan tertulis terleblh dahulu dari
Penerima Fidusia;

Menimbang, bshwa lerhadap unsur-unsur lersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Pemberi Fidusia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Pemberi Fidusia™
adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek
jaminan fidusia;

Menimbang, berdasarkan alat bukii surat berupa: 1). Akta Jaminan
FidusiaSudirman Alias Sudi Bin lsmall (Terdakwa) adalah sebagal Pihak
Pertama (Pemberi Fidusia) sedangkan Sdr. Sapta Wanita bertindak untuk dan
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atas nama PT. BFI Finance Parepave, sebagal Pihak Kedua (Penerima Fidusia).
2). Settifikat Jaminan Fidusia juga disebutkan Sudirman Alias Sudi Bin lsmail
(Terdakwa) sebagai Pemberi Fidusia dan PT. BF] Finance Parepare sebagal
Penerima Rdusia;

Menimban g, bahwa Penuntut Umum ielah men gajukan Sudiman Allas
Sudi Bin Ismail sebagal Terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam surat
dokwaan dan tidak ada omng lain yang diajukan selain Terdakwa, serta
Terdakwa mengakui iden litasnya sebagaimana pada suratdakwaan;

Menimbang, berdasarkan barang bukil sural berupa Akta Jaminan
Fidusia dan Sertifikat Jamin an Fidu siadihubungkan dengan identitas Terdakwa
dalam sural dakwaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagal
Pemberl Fidusia dengan demikian unsur Pemberi Fidusia klah terpenuhi
menuruthukum;

Ad2. Unsur Yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda
yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 23 Ayat (2)

Monimban g, bahwa pengertian dan penempan sub-unsur “men galihkan,
menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan lidusia®,
dalam hal ini pun bersifat alternatif pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya
kata penghubung “atau® dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya
bahwa adanya satu kata atau fmse saja dalam unsur tersebul yang lelah
Brpenuhi oleh perbuatan Terakwa, maka peduatan Terdakwa tersebut
dikatakan telah memen uhi salu unsur secam keselunihan atau dengan kata lain
Majelis Hakim cukup membuktikan salah salu frase saja dalam rumusan unsur
ersebut untuk menyatakan unsur lersebutterpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengalihkan adalah
memalingkan, membelokkan, mengosongkan, memindahkan, menggantikan,
menggerakkan, menggesekan, mengoper, mengubash, mentansier,
men ukarkan, menyesarkan , menyilih, menyu rihkan percakapan. Menggadaikan
adalah menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Monyewakan adalah
memberi pinjam sesuatu den gan memun gul uang sewa;

Menimban g, bahwa yan g dmaksud jaminan fidusio adalsh hak jaminan
atas benda bemerak baik yang berwujud maupun yang tidak bewujud dan
benda tidak bemgerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibobani hak
anggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberl
Fidusia, sebagal agunan bagi pelunasan utang lertentu, yang memberikan
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kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor
kinnya. Sedan gkan yan g dimaksud den gan objok jaminan fidusia adalsh benda
yang men jad| jaminan flidu sia;

Monimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada
tanggal 10 Mel 2019 berlempat di kantor PTBFI Finance Parepare yang berda di
jpian Sulan Hasanuddin No. 01 Kel Uung Sabbang Kec Uung Kot Pareparo
Terdokwa mengambl pinjoman dana d PTBF Finance Parepare uniuk membed 1
(satu) unit mobil pick up Suzuki Carny standar 1,5 PU wama hitam Nomor Pol
DP 8815 Ac;

Menimbang, bahwa selanjuinya Terdakwa mengetahul dan
menandatan gani Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa nilal Jaminan Fidusia sejumiah Rp 38.000.000,00
($ga puluh delapan juta rupiah);

Manimbang, bahwa jumiah angsuran Terdakwa Rp 1.757.500,00 (satu
juta tujuh ratus lima puluh tujuh lima ratus rupiah) setiap bulannya selama 36
(tiga puluh enam)bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran
solama 4 (empat) kali;

Manimbang, bahwapada hari don tanggal yang sudah tidak diketahul
pada bulan Jull 2019 di Parepare, Terdakwa telah memindah tangankan 1 (satu)
unitmobil pick up Suzuki Carry standar 1,5 PU warna hitam Nomor Pol DP 8815
Ac kepada seseorang yang bemama Wawandengan uang muka sejumiah Rp
7.00000000 (ujuh juta rupiah) serta Sdr. Wawan yang akan melanjutkan sisa
angsuran mobil tersebut namun Sdr, Wawan tdak pernah melakukan
pembayaran sisa angsuran pada PT. BFI Finance Parepare don mobil sudah
tdak diketahu | keberadaan nya sampal sekarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pemah memin ta izin tertulis kepada
PT. BF Finance Pampare untuk memindahkan 1 (satu) un it mobil pick up Suzuki
Carry standar 1,5 PU warna hitam Nomor Pol DP 8815 Ac kepada omng lain;

Monimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum
mengaju kan barang bu ki berupa:

- 1 (satu) eksamplar Akt Jaminan Fidusia ats nama Sudman;
« 1 (satu) lembar Sediikat Jaminan Fidusia atas nama Sudman;
. 1 (sau) cksorplr Pejanjen Pombimman ats nama Sudmman Nomor

Kontrak 4521900449;

1 (salu) bmbor Sumt Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusin als nama

Sudiman;
1 (satu) lombar Sural Porsohijuan dan abu Kuasa atas nama Nuthayak
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= 1 (sau) lembar Stukiur Pedenjon Perrbiayaan Nomor 4521900449, tanggal

08 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dipersidangan
Majelis Hakim berpendapat perbu atan Terdakwa lebih tepat dan sesuai dengan
frase mengalihkan®ocleh karena setelah Terdakwa menerima 1 (sat) unitmobil
pick up Suzuki Carry standar 1,5 PU wama hitam Nomor Pol DP 8815 Ac,
Terdakwa sempat memakainya tedeblh dahulu dan Terdakwa juga membayar
uang angsuran selama 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa men galihkan atau
memindahtangankan mobil tersebut kepada Sdr. Wawan dengan syarat Sdr.
Wawan melanjutkan membayar sisa angsuran mobil lersebut, namun pada
kenyataannya seielah mobil tersebut dialihkan kepada Sdr. Wawan, sisa
angsuran mobil lersebut idak pernah dibayarkan;

Menimbang, bshwa  selanjuinya  Majelis Hakim  akan
mempertimbangkan apakah 1 (satu) unitmobil pick up Suzuki Carry standar 1,5
PU wama hitam Nomor Pol DP 8815 Ac merupakan objek jamin an fidusia?

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukii yang diajukan oleh
Penuntut Umum berupa Akta Jaminan Fidusia disebutkan bahwa 1 (satu) unit
mobil pick up Suzuki Carry standar 1,5 PU warna hitam Nomor Pol DP 8815 Ac
merupakan Objek Jaminan Fidusia sedangkan Sudirman Alias Sudi Bin lsmail
(Terdakwa) sebagai Pemberi Fidusia dan PT. BFI Finance Parepare sobagai
Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan selumsh uralan perimbangan di atas
Majelis Hakim berpendapat unsur Mengalihkan benda yang menjadi Objek
Jaminan Fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2), lelah
wrpenuhi menumithukum;

Ad3. Unsur Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis teriebih dahulu dari
Penerima Fidusia”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Fenedma Fidusia adalah
orang perseorangan alau korporasi yang mempunyal piutang yang
pembayaranya dijamin dengan jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penerima Fidusia dalam
perkara iniberdasarkan bamang bukii berupa Akta Jaminan Fidusiaadalah Sdr.
Sapta Wanita bertindak untuk dan atas nama PT. BFl Finance Parepare, sebagai
Penerima Fidusia dan Seriifikat Jaminan Fidusia juga disebutkan PT. BFI
Finance Parepare sebagai Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan
sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya diketahui bahwa
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Terdakwa pada saal mengalihkan atau memindahtangankan 1 (satu) unit mobil
pick up Suzuki Cany standar 1,5 PU wama hitam Nomor Pol DP 8815
Ackepada Sdr. Wawan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. BF)
Finance Parepare;

Menimbang, bohwa berdasarkan uralan tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat pada sanl Terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit mobll pick up
Suzuki Cany standar 1,5 PU wama hitam Nomor Pol DP 8815 Ac kepada Sdr.
Wawan, dilakukan Terdakwa tanpa persetujuan tenulis dari PT, BFI Finance
Parepare selaku penerima Fidusia, sehingga dengan demikian unsur Yang
dilokukan tanpa persetujuan tertu lis terlebih dahuks dari penerima Fidusia telah
rpenuhimenunthukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 38 Undang-
undang RI Nomor 42 Tshun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah torpenuhi,
maka Terdakwa harusiah dinyatakan telah lerbukll secara sah dan meyakinkan
melaku kan tindak pidan a sebagaimana didakwakan dalam altematil kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undangundang R| Nomor
42Tshun 1999 lentang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa selain Pidana
ponjam, terhadap Terdokwa juga harus dijatuhi pidan a de nda paling banyak Rp
50.000.000,00 @ima puluh juta rupiah), oleh karenanya selain menjatuhkan
pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjaiuhkan pidana denda;

Menimbang, bohwa tethadap permohonanTerdakwa sebagaimana
dalam pambelaannya, Majelis Hakim akan mompertimbangkan dalam keadaan
momberatkan dan keadaan yang meringankan bagi dirl Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tdak
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertan ggungjawaban pidana,
balk sebagal alasan pembenar dan atau alasan pomaal, maka Terdakwa harus
mempertan ggun gjawabkan perbuatan nya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jowab,
mokaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara inl lerhadap Terdakwa tolah
dkenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebutl harus
diku ran gkan seluruhnya dori pidan a yan g dijatuh kan;

Menimbang, bahwa oleh karena Texiakwa ditahan dan penshanan
erhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, moka periu ditetapkan agar
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bohwa tlethadap barang bukii yang diajukan di
persidan gan untuk selanjuinya dipertimbangkan sebagal berikut:
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Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) eksampler Akta Jaminan
Fidusia ates nama Sudiman, 1 (salu) lembar Serfikat Jaminan Fidusia ates nama
Sudimen, 1 (salu) eksampler Pedanjian Pembiaysan ales nama Sudimmen Nomor
Konvak 4521900448, 1 (sali) bmber Surat Kuasa Pembebenan Jaminan Fidusia
atas nama Sudirman, 1 (salu) lember Surat Perselujuan den ateu Kuasa alas nama
Nurhayad den 1 (sali) lembar Stukdur Pedanfian Permbiayaan Nomor 4521800449,
tanggel 08 Mei 2019yang Wlah disita dariPT. BF| Finance Parepare, maka
dikembalikan kepadaPT. BF| Finance Parepare melalul Saksi Saharuddin 8. Pd
Alias Uceng Bin Labundu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terleblh dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakul dan menyesali petbuatannya;
- Terdakwa belum pemah dih ukum;

Menimbang, bahwa oleh kaena Terdakwadijatuhi pidana maka
harusiah dibebani pula untuk membayar blaya perkara;

Mamperhatikan, Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999
Bntang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Allas Sudi Bin lsmall, lerbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda
yang menjadi objek jaminan fidusia tan pa persetujuan tertulis terlebih dahulu
darl Penerma Fidusia®sebagaiman a dalam dakwaan atematif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada ®erdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 7 (ujuh) Bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu
Jta ruplah), dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayar maka
dganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(sal) eksamplar Alkia Jaminan Fidusia ales nama Sudimen,
- 1(sal) lembar Serifikat Jaminan Fidusia atas nama Sudimen,
- 1 (sal) eksampler Pefanfian Pembiayeen atas nama Sudirman Nomor
Konvak 4521900440,
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- 1 (satu) lembar Sural Kuasa Pembebenan Jaminan Fidusia alas nama
Sudimen,

- 1 (saly) lember Surat Perselujuan dan ateu Kuasa atas nama Nurthayad,

- 1 {sat)) lembar Stulaur Pedanjian Perbiayaan Nomor 4521900449, tanggal
08 Mei 2019yan g ®elah disita dariPT. BF | Finance Parepare,
dkembalikan kepadaPT. BF| Finance Parepare melalui Saksi
Saharuddin 8. Pd Alias Uceng Bin Labundu;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar blaya perkara sebesar Rp
5000,00 (lima dbu rupiah).

Demikianiah dputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadian Negerl Parepare pada had Senin tanggal 7 Juni 2021 oleh Erwan,
SH. sebagai Hakim Ketua, Kristiana Ratna Sari Dewl, SH. dan Mochamad
Rizg Nurridio, 8 H. masing-masing sebagal Hakim Anggota. Putusan mana
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada had dan tanggal itu juga
oleh Hakim Ketua dengan didampingl Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Ardfuddin, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negerl Parepare
dengan dihadiri oleh Monica Meitl Tambing, SH. Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Parepare dan Terdakwa,

Hakim Anggota, Hakim Ketua,
T TD
Kristiana Ratna Sarl Dewi SH. Erwan,SH.
TTO

Moch amad Rizqi Nurridio, S H.

Panitera Penggant,

0
Arluddin, SH.
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